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KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan
perkenan-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah
Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang
Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang. Naskah Akademik ini
disusun dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk membantu dan
mendukung Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam menyiapkan
rancangan peraturan daerah khususnya retribusi perizinan tertentu
pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta
peraturan pelaksanannya. Berdasarkan ketentuan kedua undang-
undang tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota

Semarang, perlu ditinjau kembali.

Untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan
Daerah ini, Tim Penyusun telah dibantu dan mendapat dukungan dari
banyak pihak dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk pemangku
kepentingan yang telah bekerjasama, mendukung, dan membantu

penyelesaian Laporan Akhir Naskah Akademik ini, yaitu:
1. Walikota Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah (SETDA) Kota Semarang beserta jajaran;

3. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang beserta tim teknis;
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4. Kepala beserta jajaran pada setiap Perangkat Daerah yang telah
terlibat secara aktif dan mendukung penyusunan Naskah Akademik

dan Rancangan Peraturan Daerah ini;

5. Bapak Ibu para pemangku kepentingan dan masyarakat yang banyak
mendukung dalam memberi informasi maupun data yang kami

butuhkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan sehingga
kritik dan saran yang berguna akan sangat kami terima dengan tangan
terbuka demi kesempurnaan dalam penyusunan Naskah Akademik ini
yang akan digunakan sebagai bahan dalam menyusun Rancangan

Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.

Tim Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan
urusan pemerintahan dalam berbagai bidang sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan pelayanan kepada
masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memungut biaya yang salah satunya
adalah retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu bidang urusan pemerintahan yang dijalankan Pemerintah
Daerah adalah pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai salah satu
urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain itu
menjalankan pula urusan ketenagakerjaa. Kewenangan untuk menjalankan
urusan pemerintahan ini diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c
dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Secara rinci
pembagian urusan pemerintahan secara konkuren tercantum dalam
Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di dalam Lampiran
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf C tersebut dimuat antara
lain pada angka 7 sub wurusan bangunan gedung, Pemerintah
Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk penyelenggaraan bangunan
gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung;
dan pada angka 8 sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya,
Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk penyelenggaraan
penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota. Di
dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf G tersebut
dimuat antara lain pada angka 2 sub bidang penempatan tenaga kerja
antara lain penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota. Dalam menjalankan pelayanan pada kedua
urusan pemerintahan tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang

memungut biaya yang disebut Retribusi sebagaimana diatur antara lain di
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dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu jenis retribusi yang diatur adalah
Retribusi Perizinan Tertentu. Pada tahun 2022, Pemerintah menerbitkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencabut Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut menghapus beberapa
ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, maka beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Bangunan
Gedung dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan mengalami perubahan sehingga produk hukum daerah
salah satunya yang mengatur retribusi daerah harus disesuaikan. Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut mengubah Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung sehingga ketentuan tentang Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung dan di dalam sistem
perizinan berusaha tidak disebut sebagai izin tersendiri akan tetapi menjadi
persyaratan perizinan berusaha. Dengan diubahnya IMB yang semula
merupakan suatu perizinan menjadi persetujuan, maka akan terjadi
perubahan dalam penerapan peraturan di tingkat daerah. Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 mengubah juga ketentuan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 sehingga Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Retribusi
IMB) diubah menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Retribusi
PBG) dengan rumusan perhitungan yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dengan
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tersebut, maka
ketentuan pemungutan Retribusi IMB yang telah ada menjadi tidak berlaku

dan harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Oleh karena itu,
penyelenggaraan pungutan Retribusi PBG tidak dapat dilaksanakan
Pemerintah Kota Semarang sebelum ditetapkannya peraturan daerah yang
mengatur retribusi tersebut. Di sisi lain, pelayanan persetujuan bangunan
gedung harus tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan meskipun retribusinya belum dapat dipungut sedangkan
retribusi tersebut dipungut untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut juga
telah mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Peraturan
pelaksanaan pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 di bidang
ketenagakerjaan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dengan berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tersebut, maka Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan
retribusi yang berasal dari perpanjangan izin mempekerjakan TKA wajib
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling
lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
Demikian pula pada tahun 2022, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022, maka semua pemerintah daerah harus melakukan
peninjauan terhadap semua peraturan daerah yang mengatur tentang pajak
daerah dan retribusi daerah. Salah satu yang harus dievaluasi oleh
Pemerintah Kota Semarang adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota
Semarang.

Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah yang mengatur
Retribusi PBG dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini diperlukan

dan mendesak untuk diterbitkan dalam rangka menjamin kepastian hukum
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bagi masyarakat dan bagi Pemerintah Kota Semarang. Dengan demikian,
Pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini Dinas Penataan Ruang Kota
Semarang perlu melaksanakan peninjauan atas ketentuan Retribusi IMB
dan Dinas Ketenagakerjaan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di
Kota Semarang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
di Kota Semarang. Kajian ini dibutuhkan dalam rangka melakukan evaluasi
atas ketentuan Retribusi Perizinan Tertentu dan menyiapkan Rancangan
Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perlu disusun “Naskah Akademik dan
Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi

Perizinan Tertentu di Kota Semarang”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi
masalah dirumuskan sebagai berikut:

a. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam hal
pelaksanaan  Retribusi  Perizinan  Tertentu  serta  bagaimana
permasalahan tersebut dapat diatasi?

b. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang yang
mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagai dasar
pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan
negara dalam penyelesaian masalah tersebut?

c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis,
yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini?

d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,

jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini?
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang
dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan
sebagai berikut:

a. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kota
Semarang dalam hal pelaksanaan Retribusi Perizinan Tertentu serta
bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.

b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kota
Semarang sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan.

c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini.

d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup
pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan

Peraturan Daerah ini.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau
referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan

pembentukan peraturan pelaksanaannya.

1.4 Metode Penelitian

Untuk mendukung penyusunan Naskah  Akademik yang
komprehensif sehingga bisa dijadikan rujukan penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah ini diperlukan metode penelitian. Metode penelitian ini
secara sistematik diharapkan akan mendapatkan data yang sahih (valid)
sehingga setelah dianalisis mampu menghasilkan output yang realistis dan
bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai karya akademik ada beberapa
langkah dalam menyusun naskah ini yang didasarkan pada kaidah-kaidah

keilmuan dan memiliki kerangka pikir yang logis dan sistematis. Kerangka
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pikir merupakan bentuk rangkuman pemahaman dari keseluruhan
kegiatan dalam bentuk alur pemikiran. Kegiatan yang akan dilakukan
adalah kajian untuk menyusun “Naskah Akademik dan Rancangan
Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu
di Kota Semarang”. Secara

umum kerangka pemikiran yang

dikembangkan dalam kegiatan ini disajikan pada bagan sebagai berikut:

persoalan bahwa
Retribusi
Perizinan
Tertentu sudah
tidak sesuai lagi
pasca berlakunya
UU No.11 Tahun
2020 dan UU
No.1 Tahun 2022

[ N \

Konsep Dasar Penyll\llzunan Rekomendasi
a. Pemerintah Kota Perlu kajian hukum, NA ini digunakan
Semarang keuangan dan teknis, sebagai bahan

?eml]lk‘ tugas maka langkah yang penyusunan
ORNRREEUNE dilakukan: Raperda Retribusi
jawab dalam 1.Inventarisasi Peerizinan
pelgy_anan . peraturan tertentu beserta
e 2.Rapat koordinasi peraturan
peratudran ) dengan Dinas pelaksanaanya
i o e
nemilit 3..::12311;115 lc(i:lll'; zs;::lk diterbitkan
xzmirﬁagﬁ dalam dan teknis unt%lk

S menyusun NA dan
retlrlbu51 atas Rapeyx}:la sehingga
?:r :g’g:f" materi muatan
Masalah: sesuai dengan
Pemerintah Kota g:g:lx(l‘x;an iE
Semarang
menghadapi

Gambar 1.1 Kerangka Pikir
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Naskah akademik ini menggunakan penelitian hukum. Menurut
Peter Mahmud (2014) penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-
how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about sehingga penelitian
hukum dilakukan untuk memecahkan masalah/isu hukum. Sebagaimana
dikemukakan Cohen (dalam Peter Mahmud, 2014) bahwa kegiatan
penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku
dalam kegiatan hidup masyarakat. Menurut Peter Mahmud (2014) akan
tetapi dalam hal ini bukan sekedar menerapkan aturan yang ada,
melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang
dihadapi. Dasar dari penciptaan hukum semacam itu adalah prinsip
hukum yang pada dasarnya merupakan prinsip moral. Masih menurut
Peter Mahmud (2014) penelitian hukum memberikan preskripsi apa yang
seyogyanya. Dua aspek penelitian hukum menurutnya meliputi untuk
keperluan praktik hukum dan untuk kegiatan akademis. Penelitian hukum
yang digunakan dalam tulisan ini adalah untuk keperluan praktik hukum
berupa penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah.

Untuk penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan penelitian
hukum normatif (Peter Mahmud, 2014; Soerjono Soekanto, 1985,1995),
yaitu memberikan preskripsi apa yang seyogyanya yang merupakan
penelitian asas-asas hukum, sistemetika hukum, sinkronisasi hukum, dan
perbandingan hukum. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian
hukum ini menggunakan salah satu pendekatan yaitu perundang-undang
(Peter Mahmud, 2014) akan tetapi juga didukung oleh bahan non hukum
(Peter Mahmud, 2014; Soerjono Soekanto, 1985,1995).

Langkah-langkah dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud
(2014) meliputi:

a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

b. Pengumpulan bahan-bahan Hukum (sekiranya dipandang mempunyai
relevansi juga bahan-bahan non-hukum);

c. Melakukan telaah atas isu hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah

dikumpulkan;
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d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum;
e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di

dalam kesimpulan.

Selain itu, penelitian ini didukung pula dengan penelitian teknis
terutama bidang pekerjaan umum sub urusan bangunan gedung mengingat
muatan yang akan diatur dalam Raperda ini adalah bidang bangunan
gedung serta penelitian dari aspek ekonomi terutama berkaitan dengan
pungutan retribusi.

Kegiatan penelitian ini terdiri dari:
a. Pengumpulan data
Sebagai penelitian hukum, maka data yang dibutuhkan Naskah

Akademik ini adalah data primer (data dari aspek teknis) yang diperoleh

dengan studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh dengan studi

kepustakaan. Studi kepustakaan ini didukung dengan kegiatan Rapat

Koordinasi atau konsultasi atau dialog dengan Perangkat Daerah terkait

dengan dihadiri oleh Tim Teknis, maka diharapkan data dapat diperoleh

secara komprehensif.

Data sekunder yang dibutuhkan meliputi bahan hukum dan didukung

bahan non hukum. Dengan dilakukannya proses ini diharapkan Naskah

Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dapat mengakomodasi

kebutuhan yang ada sehingga diharapkan Peraturan Daerah akan dapat

diimplementasikan.

Data sekunder (Peter Mahmud, 2014; dan Soerjono Soekanto,

1985,1995) yang digunakan meliputi:

1) bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang dalam penelitian ini
digunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

a) Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945;
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b) Peraturan Dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar
1945;

c) Peraturan Perundang-undangan lainnya, antara lain Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah; dan Peraturan Daerah Kota
Semarang yang terkait antara lain Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. Peraturan
perundang-undangan tersebut secara lengkap diuraikan
dalam bab tersendiri.

2) Bahan hukum sekunder yang berkaitan erat dengan Naskah
Akademik ini terutama data sekunder yang dimiliki oleh semua
perangkat daerah terkait, antara lain Dinas Penataan Ruang Kota
Semarang. Data sekunder adalah data yang bisa diperoleh dari
kumpulam data yang ada pada perangkat daerah terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pemungutan aretribusi
yang telah dilakukan serta data terkait lainnya. Selain data sekunder
tersebut, kajian ini menggunakan pula data sekunder dari berbagai

sumber yang dibutuhkan sesuai dengan kajian ini.

b. Teknik pengolahan dan analisis data
Data yang sudah terkumpul diolah untuk kemudian dilakukan
pengelompokan berdasarkan jenis data hukum dan data bukan hukum,
termasuk data kualitatif dan kuantitatif. Namun demikian, karena
Naskah Akademik merupakan penelitian hukum, maka analisis
menekankan pada teori dan asas hukum. Namun demikian, analisis ini

membutuhkan pula analisis teknik dan ekonomi. Data yang sudah
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diolah dan dianalisis disajikan secara kualitatif dalam bentuk laporan
lengkap dan akan menjadi acuan dasar substansi/materi yang akan

diatur dalam Raperda ini.

c. Sistematika Penulisan

Sistemetika penulisan Naskah Akademik ini mendasarkan pada
ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No.12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya
pada bagian Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya
pada Lampiran II yang memberi pedoman tentang penyusunan Naskah
Akademik. Sistemetika Naskah Akademik ini terdiri dari:

JUDUL

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RAPERDA
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BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

2.1 Kajian Aspek Hukum

2.1.1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Bidang

Bangunan Gedung dan Ketenagakerjaan

Istilah kewenangan sering disebut dengan authority, gezag atau
yuridiksi sedangkan wewenang disebut competence atau bevoegdheid
(S.F.Marbun, 1997). Menurut S.F Marbun (1997) kewenangan adalah
kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan tertentu maupun
kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat
yang berasal dari kekuasaan legislatif sedangkan wewenang hanya
mengenai sesuatu bidang tertentu saja. Jadi, kewenangan merupakan
kumpulan dari wewenang-wewenang (rechtbevoegdheden). Wewenang
adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik
atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan kemampuan
bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk
melakukan hubungan-hubungan hukum (S.F.Marbun, 1997). Sifat
wewenang pemerintahan antara lain expressimplied, jelas maksud dan
tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-
batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (Indroharto dalam S.F
Marbun, 1997). Isinya dapat bersifat umum (abstrak), konkrit, fakultatif,
dan terikat (Indroharto dalam S.F Marbun, 1997).

Atribusi, delegasi dan mandat merupakan sumber wewenang yang
sangat penting bagi suatu negara hukum-demokratis sebab sesuai salah
satu asas hukum negara hukum-demokratis, setiap tindakan
pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang lazim disebut dengan
asas legalitas atau rechtmatigheid van bestuur (S.F.Marbun, 1997).
Konsekuensi dari asas tersebut, maka setiap tindakan badan/pejabat
tata usaha negara harus berdasarkan undang-undang formal sebagai
manifestasi atas pengakuan dan penghargaan kedaulatan rakyat

(S.F.Marbun, 1997). Atribusi adalah pemberian suatu wewenang (baru)
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oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen kepada Pemerintah, di mana
wewenang tersebut sebelumnya tidak dimiliki oleh Pemerintah
(S.F.Marbun, 1997). Dengan adanya pemberian wewenang ini, maka
tindakan Pemerintah menjadi sah dan secara yuridis mempunyai
kekuatan mengikat umum (S.F.Marbun, 1997). Pemberian wewenang ini
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersumber dari
MPR berupa undang-undang dasar dan Ketetapan MPR, yang bersumber
dari DPR bersama Pemerintah dalam bentuk undang-undang, dan yang
bersumber dari DPRD dan Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan
daerah (S.F.Marbun, 1997). Delegasi dan mandat adalah terjadinya
pelimpahan wewenang dari suatu badan/pejabat tata usaha negara yang
satu kepada badan/pejabat tata usaha negara yang lainnya dalam
lingkungan pemerintahan (eksekutif) (S.F.Marbun, 1997). Wewenang
yang dilimpahkan tersebut diperoleh badan/pejabat tata usaha negara
berdasarkan wewenang atributif (S.F.Marbun, 1997). Badan/pejabat
tata usaha negara yang melimpahkan wewenang delegasi disebut
delegans dan yang menerimanya disebut delegataris sedangkan
badan/pejabat tata usaha negara yang melimpahkan mandat disebut
mandans dan yang menerimanya disebut mandataris (S.F.Marbun,
1997). Perbedaan antara delegasi dengan mandat terletak pada prosedur
pelimpahannya, tanggung jawab dan tanggung gugat serta kemungkinan
dipergunakannya kembali wewenang tersebut (S.F.Marbun, 1997).
Dengan mendasarkan pada teori tersebut di atas, maka
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang atributif untuk
mengatur bidang bangunan gedung. Wewenang Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan
termuat di dalam:
a. Undang-Undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja; dan
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan dasar
hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalanakan urusan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik yang merupakan
wewenang atribusi maupun delegasi. Secara rinci ketentuan tersebut

diuraikan di bawah ini.

Tabel 2. 1 Kewenangan Pemerintah Daerah

No. Pasal Isi Ketentuan
1. Pasal 1 angka | Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
3, angka 6, | unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
angka 7, | memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
angka 8, | menjadi kewenangan daerah otonom.
angka 9, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan
angllia 11, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
angka 14, mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan
gng a 15, kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
an Negara Kesatuan Republik Indonesia.
angka 16 Asas Otonomi adalah prinsip dasar
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

berdasarkan Otonomi Daerah.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada
daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di
wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan
bupati/wali kota sebagai penanggung jawab
urusan pemerintahan umum.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau
dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah
kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah provinsi.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
semua Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki
Daerah.
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No. Pasal

Isi Ketentuan

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pasal 9

(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan
pemerintahan absolut, urusan pemerintahan
konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan
Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat.

(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan
Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah
Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota.

(4) Urusan pemerintahan konkuren yang
diserahkan ke Daerah menjadi dasar
pelaksanaan Otonomi Daerah.

(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Presiden sebagai kepala pemerintahan.

3. Pasal 11

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana
di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi
kewenangan Daerah terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan
Pemerintahan yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan
yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan
Pemerintahan Wajib yang sebagian
substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

4. Pasal 12

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

a. pendidikan,;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d

perumahan rakyat dan kawasan
permukiman;

e. ketenteraman, Kketertiban umum, dan
pelindungan masyarakat; dan
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No. Pasal Isi Ketentuan
f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
meliputi:

a. tenaga kerja;

b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan
anak;

c. pangan;

d. pertanahan;

e. lingkungan hidup;

f. administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil;

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

h. pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

i. perhubungan;

j- komunikasi dan informatika;

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

. penanaman modal;

m. kepemudaan dan olah raga;

n. statistik;

o. persandian,;

p- kebudayaan;

q.- perpustakaan; dan

r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
a. kelautan dan perikanan,;

b. pariwisata;

c. pertanian,;

d. kehutanan;

e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;

g. perindustrian; dan

h. transmigrasi.

S. Pasal 13 (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi
serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan
pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan
eksternalitas, serta kepentingan strategis
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No.

Pasal

Isi Ketentuan

(2)

(4)

nasional.

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
adalah:

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas
Daerah provinsi atau lintas negara;

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya
lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau
dampak negatifnya lintas Daerah provinsi
atau lintas negara;

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan
sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau

e. Urusan Pemerintahan yang peranannya
strategis bagi kepentingan nasional.

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah provinsi
adalah:

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas
Daerah kabupaten/kota;

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya
lintas Daerah kabupaten/kota;

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau
dampak negatifnya lintas Daerah
kabupaten/kota; dan/atau

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan
sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota adalah:

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam
Daerah kabupaten/kota;

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya
dalam Daerah kabupaten/kota;

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau
dampak negatifnya hanya dalam Daerah
kabupaten/kota; dan/atau

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan
sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Penjelasan
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No. Pasal Isi Ketentuan

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas”
dalam ketentuan ini adalah penanggungjawab
penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan
ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan
luas, besaran, dan jangkauan dampak yang
ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan
Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam
ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan
Pemerintahan ditentukan berdasarkan
perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi
yang dapat diperoleh.

»

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas
dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu
Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas,
besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat
penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan
strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah
penyelenggara  suatu Urusan  Pemerintahan
ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam
rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa,
menjaga kedaulatan Negara, implementasi
hubungan luar negeri, pencapaian program strategis
nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pasal 15 (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi
serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak
tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini
menjadi kewenangan tiap tingkatan atau
susunan pemerintahan yang penentuannya
menggunakan prinsip dan kriteria pembagian
urusan pemerintahan konkuren sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13.

(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
peraturan presiden.

(4) Perubahan terhadap pembagian urusan
pemerintahan konkuren antara Pemerintah
Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang tidak berakibat terhadap
pengalihan wurusan pemerintahan konkuren
pada tingkatan atau susunan pemerintahan
yang lain ditetapkan dengan peraturan
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No. Pasal

Isi Ketentuan

pemerintah.

(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dapat dilakukan sepanjang tidak
bertentangan dengan prinsip dan Kkriteria
pembagian urusan pemerintahan konkuren
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Penjelasan

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengalihan urusan

pemerintahan konkuren pada tingkatan atau

susunan pemerintahan yang lain” dalam ketentuan
ini adalah urusan pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dialihkan
menjadi urusan pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangan Daerah provinsi atau Daerah
kabupaten/kota dan sebaliknya, atau urusan
pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan

Daerah  provinsi dialihkan menjadi urusan

pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan

Daerah kabupaten/ kota atau sebaliknya.

7. Pasal 19

(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat
diselenggarakan:

a. sendiri oleh Pemerintah Pusat;

b. dengan cara melimpahkan kepada gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat atau
kepada Instansi Vertikal yang ada di
Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi;
atau

c. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan
asas Tugas Pembantuan.

(2) Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dibentuk setelah mendapat
persetujuan dari gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

(3) Pembentukan Instansi Vertikal untuk
melaksanakan urusan pemerintahan absolut
dan pembentukan Instansi Vertikal oleh
kementerian yang nomenklaturnya secara tegas
disebutkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak
memerlukan persetujuan dari gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(4) Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada
Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala
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No. Pasal

Isi Ketentuan

lembaga pemerintah nonkementerian.

(5) Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditetapkan setelah berkoordinasi
dengan Menteri.

Penjelasan
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “diselenggarakan sendiri
oleh Pemerintah Pusat” adalah apabila Urusan
Pemerintahan Konkuren dilaksanakan langsung
oleh kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian.

8. Pasal 20

(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan:

a. sendiri oleh Daerah provinsi;

b. dengan cara menugasi Daerah
kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas
Pembantuan; atau

c. dengan cara menugasi Desa.

(2) Penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah
kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas
Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan kepada Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan
dengan peraturan gubernur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota
diselenggarakan sendiri oleh Daerah
kabupaten/kota atau dapat = ditugaskan
sebagian pelaksanaannya kepada Desa.

(4) Penugasan oleh Daerah kabupaten/kota
kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan dengan peraturan bupati/wali
kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penjelasan
Huruf c

Yang dimaksud dengan “menugasi Desa” dalam
ketentuan ini adalah pemberian tugas dari gubernur
kepada Desa yang bukan merupakan penerapan
asas Tugas Pembantuan, sehingga tugas yang
diserahkan kepada  Desa tidak menjadi
kewenangan yang dikelola sendiri oleh pemerintah
desa.

Pemerintah desa bertanggung jawab kepada
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No. Pasal Isi Ketentuan

gubernur terhadap tugas yang diserahkan
kepadanya.

Sumber: Undang-Undang No.23 Tahun 2014

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa pekerjaan
umum dan penataan ruang merupakan salah satu urusan Pemerintahan
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya di dalam
ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
diatur bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pada Lampiran huruf C mamuat
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang yang mencakup 11 (sebelas) sub urusan dan yang

terkait dengan bangunan gedung dapat dilihat di bawah ini.
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Tabel 2. 2 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No. Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota

1. Bangunan Gedung Penetapan bangunan a. Penetapan bangunan Penyelenggaraan bangunan
gedung untuk gedung untuk gedung di wilayah Daerah
kepentingan strategis kepentingan strategis kabupaten/kota, termasuk
nasional. Daerah provinsi. pemberian izin mendirikan
Penyelenggaraan b. Penyelenggaraan banggnan (_IMB) dap
bangunan gedung untuk bangunan gedung untuk sertifikat laik fungsi
kepentingan strategis kepentingan strategis bangunan gedung.
nasional dan Daerah provinsi.
penyelenggaraan
bangunan khusus.

2. Penataan Bangunan Penetapan Penyelenggaraan penataan Penyelenggaraan penataan

dan Lingkungannya

pengembangan sistem
penataan bangunan dan
lingkungannya secara
nasional.

Penyelenggaraan
penataan bangunan dan
lingkungannya di
kawasan strategis
nasional.

bangunan dan lingkungan di
kawasan strategis Daerah
provinsi dan penataan
bangunan dan
lingkungannya lintas Daerah
kabupaten/kota.

bangunan dan
lingkungannya di Daerah
kabupaten/kota.

Sumber : Lampiran Huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang
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Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adalah tenaga kerja.
Pada sub bidang Penempatan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 2. 3 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan

Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah
Kabupaten/Kota
Pelayanan antar Pelayanan antar Pelayanan antar
kerja nasional. kerja lintas Daerah kerja di Daerah
Pengantar kerja. kabupaten/kota kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Penerbitan izin

Penerbitan izin
lembaga penempatan
tenaga kerja swasta
(LPTKS) lebih dari 1
(satu) Daerah
provinsi.

Penerbitan izin
pelaksana
penempatan tenaga
kerja indonesia
swasta (PPTKIS).

Pengembangan bursa
kerja dan informasi
pasar kerja nasional
dan di luar negeri.

Perlindungan tenaga
kerja Indonesia (TKI)
di luar negeri.

Pengesahan rencana
penggunaan tenaga
kerja asing (RPTKA)
baru, pengesahan
RPTKA perubahan
seperti jabatan,
lokasi, jumlah tenaga
kerja asing, dan
kewarganegaraan
serta RPTKA
perpanjangan lebih
dari 1 (satu) Daerah
provinsi.

Penerbitan izin
mempekerjakan
tenaga kerja asing
(IMTA) baru dan
perpanjangan IMTA

Daerah provinsi.

Penerbitan izin
LPTKS lebih dari 1
(satu) Daerah
kabupaten/kota
dalam 1 (satu)
Daerah provinsi.

Pengelolaan
informasi pasar kerja
dalam 1 (satu)
Daerah provinsi.

Perlindungan TKI di
luar negeri (pra dan
purna penempatan)
di Daerah provinsi.

Pengesahan RPTKA
perpanjangan yang
tidak mengandung
perubahan jabatan,
jumlah TKA, dan
lokasi kerja dalam 1
(satu) Daerah
provinsi.

Penerbitan
perpanjangan IMTA
yang lokasi kerja
lebih dari 1 (satu)
Daerah
kabupaten/kota
dalam 1 (satu)
Daerah provinsi.

LPTKS dalam 1 (satu)
Daerah
kabupaten/kota.

Pengelolaan

informasi pasar kerja
dalam Daerah
kabupaten/kota.

Perlindungan TKI di
luar negeri (pra dan
purna penempatan)

di Daerah
kabupaten/kota.
Penerbitan

perpanjangan IMTA
yang lokasi kerja

dalam 1 (satu)
Daerah
kabupaten/kota.
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Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah
Kabupaten/Kota

yang lokasi kerja
lebih dari 1 (satu)
Daerah provinsi.

Sesuai ketentuan Pasal 176 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020, di antara Pasal 402 dan 403 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal
402A yang memuat ketentuan:

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat
dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

2.1.2 Urusan Wajib dan Pelayanan Publik

Paradigma desentralisasi mengalami perubahan seiring tuntutan
masyarakat Indonesia yang menghendaki adanya perubahan secara
fundamental. Perubahan ini tentu saja akan selalu diiringi pula
terjadinya perubahan dalam bidang hukum khususnya hukum tertulis
yang sering disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Perubahan
perundang-undangan tersebut mulai dari Konstitusi negara, yaitu
Undang-Undang Dasar 1945 dan akhirnya berimplikasi pada peraturan
perundang-undangan di bawahnya. Salah satu yang terkena implikasi
atas perubahan paradigma tersebut adalah peraturan perundang-
undangan dalam bidang tata pemerintahan. Salah satu peraturan
perundang-undangan yang cepat mengalami perubahan adalah
pengaturan kewenangan pemerintahan daerah. Terhitung sejak
reformasi pada tahun 1987, Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah
mengalami pergantian tiga kali dan terakhir adalah Undang-Undang
No.23 Tahun 2014.

Philipus M.Hadjon dkk (2005) mengemukakan: desentralisasi
mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan tidak semata-mata dilaksanakan oleh Pemerintah

Pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang
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lebih rendah, baik dalam satuan territorial maupun fungsional. Satuan-

satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan

mengatur dan mengurus sendiri sebagian wurusan pemerintahan.

Berdasarkan pendapat Philipus M.Hadjon dkk tersebut, maka terlihat

bahwa desentralisasi mengandung beberapa hal penting:

a. wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
tidak semata-mata dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat;

b. wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah,
baik dalam satuan territorial maupun fungsional; dan

c. satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahi dan
dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan

pemerintahan.

Philipus M.Hadjon dkk (2005) mengemukakan: Penyerahan
kepada atau membiarkan satuan pemerintahan yang lebih rendah
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu itu dapat
bersifat penuh atau tidak penuh. Penuh, kalau penyerahan atau
membiarkan mencakup wewenang untuk mengatur dan mengurus baik
mengenai asas-asas maupun mengenai cara menjalankannya (wewenang
mengatur mengurus asas dan cara menjalankannya). Tidak penuh,
kalau hanya terbatas wuntuk mengatur dan mengurus cara
menjalankannya. Penyerahan otonomi adalah otonomi sedangkan tidak
penuh adalah tugas pembantuan (medebewind). Berdasarkan pada
pendapat Philipus M.Hadjon dkk tersebut, terlihat bahwa penyerahan
wewenang dapat bersifat penuh atau tidak penuh dengan melihat pada
batas kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan yang lebih tinggi
kepada pemerintahan yang lebih rendah. Kewenangan yang diberikan
bersifat penuh maka disebut dengan otonomi sedangkan yang tidak
penuh disebut dengan tugas pembantuan (medebewind). Jika merujuk
pada pendapat Philipus M.Hadjon dkk tersebut dan dikaitkan dengan
Undang-Undang No.23 Tahun 2014, maka terlihat bahwa Pemerintah
Daerah menjalankan fungsi otonomi dan fungsi pembantuan
(medebewind). Hal ini terlihat secara tegas termuat di dalam Pasal 1

angka (2) yang mendefinisikan Pemerintahan Daerah adalah
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penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah tersebut diatur dalam
pembagian urusan konkuren sebagaimana diatur antara lain di dalam
Pasa 15 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2014.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah
Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota yang
tercantum dalam Lampiran tersebut antara lain mengatur tentang
urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan dari Negara untuk
memberikan pelayanan publik sebagai konsekuensi negara hukum
modern. S.F Marbun (1997) mengemukakan: “konsepsi negara hukum
modern menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar
yang dalam berbagai literatur disebut dengan istilah welfare state
(negara kesejahteraan) atau social service state (negara memberi
pelayanan kepada masyarakat) atau negara melakukan tugas public
service, atau menurut Lemaire bestuurszorg (negara berfungsi
menyelenggarakan kesejahteraan umum) atau welvaarsstaat atau
verzorgingsstaat atau menurut AM Donner disebut social rechstaat atau
oleh Gwendolen M Carter dan John H Herz disebut dengan istilah
“Pemerintahan Raksasa yang Aktif”. Jika merujuk pada Undang-Undang
Dasar 1945, disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia
adalah negara hukum. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945 ini Indonesia sebagai negara hukum dan hal ini sesuai dengan
ajaran negara hukum yang dikemukakan oleh Krabbe (CST Kansil,
2005), yaitu, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum
dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Di dalan negara
hukum, hak-hak rakyat dijamin seluruhnya oleh negara sebaliknya
rakyat berkewajiban pula mematuhi seluruh peraturan yang dikeluarkan
oleh Pemerintah. Namun, apabila melihat pada bagian Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4 disebutkan antara lain
bahwa negara bertujuan antara lain memajukan kesejahteraan umum.
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Dengan demikian, jika melihat pada Konstitusi Negara Indonesia, yaitu
Undang-Undang Dasar 1945, meskipun secara tegas bahwa Indonesia
memilih negara hukum dan bukan negara kesejahteraan akan Negara
Indonesia memiliki salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah
memajukan kesejahteraan umum.

Untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut salah satu
upaya yang dilakukan adalah dengan menjalankan pelayanan publik.
Pelayanan publik berarti penyelengggaraan kepentingan warga oleh
Pemerintah baik secara langsung atau oleh pihak swasta yang
memperoleh pelimpahan wewenang (mandat atau delegasi) dalam rangka
memenuhi kebutuhan warga masyarakatnya (S.F. Marbun, 2013).
Pengertian pelayanan public dapat ditinjau dari aspek ekonomi, politik,
sosial budaya dan hukum (S.F. Marbun, 2013). Pelayanan publik dari
aspek hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi
kepada Pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau
penduduk atas suatu pelayanan sedangkan bagi warga negara
pelayanan publik itu merupakan suatu hak yang dapat dituntutnya dari
Pemerintah. Dengan demikian, kewajiban dan hak tersebut karena
ditentukan dalam konstitusi (asas legalitas) (S.F. Marbun, 2013).
Pelayanan publik telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik menurut Pasal
1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara
dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Oleh S.F Marbun
dikemukakan bahwa rumusan pelayanan publik tersebut lebih
menggambarkan aspek yang bersifat administratif daripada yang bersifat
yuridis yang memuat jaminan hak masyarakat atas pelayanan publik
yang harus diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (S.F Marbun,
2013).

2.1.3 Retribusi
Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang
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diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (Marihot.P.Siahaan, 2005). Masih
menurut Marihot.P.Siahaan (2005) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah
pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut James

Mc Master (1991, dalam Levi Amos Hasudungan, 2008) terdapat dua

prinisip dalam pengenaan retribusi, yaitu benefit principle dan ability to

pay principle.
Menurut Ronald C Fisher (1996, dalam Levi Amos Hasudungan,

2008) secara teoritis pengenaan retribusi harus mencapai dua tujuan,

yaitu tujuan pertama, retribusi harus membuat wajib retribusi

menghadapi harga sesungguhnya atas keputusan konsumsi mereka,
menciptakan suatu insentif untuk pilihan efisien. Tujuan kedua,
pengenaan retribusi untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari
pajak daerah. Adapun ciri-ciri pokok Retribusi Daerah menurut

Marihot.P.Siahaan, 2005:

a. retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-
undang dan peraturan daerah yang berkenaan;

b. hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah;

c. pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa)
secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang
dilakukannya;

d. retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan;

e. sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara
ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan

memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Dasar hukum kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
memungut retribusi yang sudah dilaksanakan tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
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1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tabel 2.4. Ketentuan Retribusi dalam UU No.23 Tahun 2014

No.

Pasal

Isi Ketentuan

Pasal 1 angka
35

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang

diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 279

Dihapus
No.1
2022

9]0
Tahun

(1)

(2)

(3)

(4)

Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan
dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau
ditugaskan kepada Daerah.

Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa
pajak daerah dan retribusi daerah;

b. pemberian dana bersumber dari perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi
khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu
yang ditetapkan dalam undang-undang; dan

d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana
darurat, dan insentif (fiskal).

Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan
Pemerintahan yang ditugaskan sebagai
pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
diatur dengan undang-undang.

Pasal 285 ayat
(2) huruf a
angka 1 sampai
dengan angka 4

dihapus uu
No. 1 Tahun
2022

(2

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
a. pendapatan asli Daerah meliputi:

1. pajak daerah;

2. retribusi daerah;

3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang
dipisahkan; dan

4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:

a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
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No. Pasal Isi Ketentuan

dana perimbangan;
dana otonomi khusus;

dana keistimewaan; dan

A 0D~

dana Desa.
b. transfer antar-Daerah terdiri atas:
1. pendapatan bagi hasil; dan

2. bantuan keuangan.

4. Pasal 286 (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan
dengan undang-undang yang pelaksanaan di
Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

(2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan
atau dengan sebutan lain di luar yang diatur
dalam undang-undang.

(3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang
dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka
4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pasal 287 (1) Kepala daerah yang melakukan pungutan atau
dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam
undang-undang dikenai sanksi administratif
berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya
yang diatur dalam = ketentuan = peraturan
perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

(2) Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang
dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur
dalam undang-undang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas

negara.
6. Pasal 288 | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam
dihapus UU | Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1) terdiri atas:
No. 1 Tahun | DBH:
2022
b. DAU; dan
c. DAK.
7. Pasal 289 ayat | (1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288
(1) dan ayat (2) huruf a bersumber dari:
dihapus uu a. pajak;
No. 1 Tahun .
2022 b. cukai; dan

c. sumber daya alam.

(2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. pajak bumi dan bangunan (PBB); dan

b. PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang
pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.
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Pasal

Isi Ketentuan

Penjelasan Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pajak bumi dan bangunan”
dalam ketentuan ini adalah pajak yang dikenakan
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai
dan/atau dimanfaatkan di kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,
pertambangan, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Pajak Bumi dan
Bangunan.

Huruf b

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal
29 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
Atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pgjak Penghasilan.

Diubah  Pasal
176 angka 6
uu No.11
Tahun 2020

Di antara Pasal 292 dan Pasal 293 disisipkan 1 (satu)
Pasal yakni Pasal 292A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 292A

(1) Dalam hal penyederhanaan perizinan dan
pelaksanaan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini menyebabkan berkurangnya
pendapatan asli daerah, Pemerintah Pusat
memberikan dukungan insentif anggaran.

(2) Pemberian anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

325
UUu
Tahun

Pasal
dihapus
No. 1
2022

(1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak
daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui
bersama sebelum ditetapkan oleh bupati/wali
kota, paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
dievaluasi.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah  Pusat
melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan
retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dan kepentingan umum.

(3) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan
retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
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Pasal

Isi Ketentuan

berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya
Menteri berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
keuangan.

(4) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota
paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak
rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak
daerah dan retribusi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterima.

(5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan
retribusi daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dan kepentingan umum, bupati/wali kota
menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda
Kabupaten/ Kota.

(6) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan
retribusi daerah tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dan/atau kepentingan umum, bupati/wali kota
bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling
lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

(7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati/ wali kota dan DPRD, dan bupati/wali kota
menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota
tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi
Perda Kabupaten/Kota, gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau
sebagian isi Perda Kabupaten/Kota dimaksud.

(8) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan
retribusi daerah kepada Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
keuangan paling lama 3 (tiga) Hari sejak
ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil
evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota
tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

10.

Pasal 326

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi
rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD, rancangan
Perkada tentang penjabaran perubahan APBD, dan
rancangan Perkada tentang penjabaran
pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD, serta
rancangan Perda tentang pajak daerah dan
rancangan Perda tentang retribusi daerah diatur
dengan Peraturan Menteri.
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Isi Ketentuan

11.

Pasal 409 huruf
c

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: Pasal
157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan
Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Catatan:

1. Ketentuan sebagaimana diatur di dalam
Pasal 157, Pasal 158, dan Pasal 159 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut
mengatur tentang pengawasan dan
pembatalan peraturan daerah tentang pajak
dan retribusi

2. Ketentuan Pasal 157, Pasal 158 dan Pasal
159 ini diberlakukan Kembali dengan diubah
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mencabut Undang-Undang

Nomor 28 tahun 2009, beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Di

bawah ini beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

yang berkaitan dengan Retribusi Perizinan tertentu.

Tabel 2.5. Ketentuan Retribusi Perizinan tertentu dalam UU No.1 Tahun

2022

No. Pasal Isi Ketentuan

1. BAB I | Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,
KETENTUAN adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
UMUM jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
Pasal 1 angka disediakan dan/atag diberikan ‘oleh‘ Pemerintah
22, angka 25 Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
angka 26, | Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan
angka 27 dan | yang menggunakan/menikmati pelayanan barang,
angka 68 jasa, dan/ atau perizinan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menurut peraturan perundang-undangan
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut retribusi tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
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No.

Pasal

Isi Ketentuan

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD,
atau badan usaha milik desa, dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan

Pasal 2

Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
meliputi:

a. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa
Pajak dan Retribusi;

b. pengelolaan TKD;

o

pengelolaan Belanja Daerah;

pemberian kewenangan untuk melakukan
Pembiayaan Daerah; dan

e. pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional

Pasal 3

Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
meliputi:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan
atas beban APBD; dan

b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah
didanai dari dan atas beban APBN.

BAB II PAJAK DERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kedua: Retribusi

Paragraf 1: Jenis dan Objek Retribusi

4.

Pasal 87

(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Pedzinan Tertentu.

(2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan
barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu
kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah
Daerah.
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Isi Ketentuan

(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan
barang, jasa, dan/ atau perizinan.

(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) wajib membayar atas layanan yang
digunakan/ dinikmati.

Paragraf 2: Jenis Pelayanan Retribusi

5. Pasal 88

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi
Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
87 ayat (1) huruf a meliputi:

a. pelayanankesehatan;

b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di
tepi jalan umum;

c. pelayanan pasar; dan
d. pengendalian lalu lintas.

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila
potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam
rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah
untuk memberikan pelayanan tersebut secara
cuma-cuma.

(3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau
jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1)
huruf b meliputi:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa
pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan
usaha lainnya;

b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak,
hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas
lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

c. penyediaan tempat khusus parkir di luar
badan jalan;

d. penyediaan tempat
penginapan/pesanggrahan/vila;

e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
pelayanan jasa kepelabuhanan;

g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan
olahraga;

h. pelayanan penyeberangan orang atau barang
dengan menggunakan kendaraan di air;

i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah
Daerah; dan

j- pemanfaatan aset Daerah yang tidak
mengganggu penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau
optimalisasi aset Daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan sesuai dengan
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Pasal

Isi Ketentuan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan
objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c
meliputi:

a. persetujuan bangunan gedung;
b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
c. pengelolaan pertambangan rakyat.

(5) Retribusi persetujuan bangunan gedung
sebagaim4na dimaksud pada ayat (4) huruf a
merupakan pungutan atas penerbitan
persetujuan bangunan gedung oleh Daerah.

(6) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga
kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan
tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah
kerja tenaga kerja asing.

(7) Retribusi pengelolaan pertambangan ralgiat
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c
merupakan pungutan Daerah berupa iuran
pertambangan rakyat kepada pemegang izin
pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah
dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan
Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan
batu bara.

(8) Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3),
dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

(9) Ketentuan yang diatur dalam  Peraturan
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
antara lain:

a. Objek Retribusi;
b. Subjek dan Wajib Retribusi;

c. Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi;
dan

d. Tata cara penghitungan Retribusi.

6.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3 Tata Cara Penghitungan Retribusi

7. Pasal 90 Besaran Retribusi  yang terutang dihitung
berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan
jasa dengan tarif Retribusi.

8. Pasal 91 Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa
yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang
dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan
jasa yang bersangkutan.
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Pasal 92

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan
untuk menghitung besarnya Retribusi yang
terutang.

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi
menurut golongan sesuai dengan prinsip dan
sasaran penetapan tarif Retribusi.

10.

Pasal 93

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian,
tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 ditetapkan dengan Perkada.

Bagian Ketiga: Muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi

11.

Pasal 94

Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib
Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek
Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat
penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak,
wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan
Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi
ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar
pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah

Bagian Keempat Pemungutan Pajak dan Retribusi

Paragraf 1 Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

12.

Pasal 95

(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara
pemungutan Pajak dan Retribusi.

(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan
Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:

a. pendaftaran dan pendataan;

b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi
terutang;

c. pembayaran dan penyetoran;

pelaporan;

o

pengurangan, pembetulan, dan pembatalan
ketetapan;

pemeriksaan Pajak;

penagihan Pajak dan Retribusi;

=

keberatan;

gugatan;

penghapusan piutang Pajak dan Retribusi
oleh Kepala Daerah; dan

[y

—.

k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata
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(3)

cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ketentuan umum dan tata cara pemungutan
Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

13. Pasal 96

(1)

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak
dan Retribusi.

Pemberian keringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek
Retribusi.

Bagian Kelima: Pengaturan Pajak dan Retribusi dalam rangka Mendukung
Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi

Paragraf 1: Kewenangan Pemerintah dalam Pengawasan dan Evaluasi Tarif

14. Pasal 97

(1)

(2)

(3)

(5)

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan liskal
nasional dan untuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong
pertumbuhan industri dan/atau wusaha yang
berdaya  saing tinggi serta  memberikan
pelindungan dan pengaturan yang berkeadilan,
Pemerintah sesuai dengan program prioritas
nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap
kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan
Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:

a. dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi
dengan penetapan tarif Pajak dan tarif
Retribusi yang berlaku secara nasional; dan

b. pengawasan dan evaluasi terhadap Perda
mengenai Pajak dan  Retribusi yang
menghambat  ekosistem  investasi dan
kemudahan dalam berusaha.

Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a mencakup tarif atas jenis Pajak provinsi
dan jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.

(4) Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a mencakup objek Retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penetapan tarif Pajak dan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan
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atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2: Evaluasi Rancangan Perda dan Perda Pajak dan Retribusi

15. Pasal 98

(1)

Evaluasi rancangan Perda provinsi mengenai
Pajak dan Retribusi dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam
negeri dan Menteri.

Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan
Retribusi yang telah disetujui bersama oleh
DPRD provinsi dan  gubernur sebelum
ditetapkan wajib disampaikan kepada menteri
yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
dalam negeri dan Menteri paling lama 3 (tiga)
hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.

Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota
mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh
gubernur, menteri yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan
Menteri.

Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai
Pajak dan Retribusi yang telah disetujui
bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan
bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib
disampaikan kepada gubernur, menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam
negeri, dan Menteri paling. lama 3 (tiga) hari
kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.

Menteri yang menyelenggarakan  Urusan
Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi
terhadap rancangan Perda  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wuntuk menguji
kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan
Undang-Undang ini, kepentingan umum,
dan/atau peraturan perundang-undangan lain
yang lebih tinggi.

Gubernur  melakukan evaluasi  terhadap
rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) untuk menguji kesesuaian rancangan
Perda dengan ketentuan Undang Undang ini,
kepentingan umum, dan/atau  peraturan
perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

Menteri yang menyelenggarakan  Urusan
Pemerintahan dalam negeri dan gubernur dalam
melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dan ayat (6) berkoordinasi dengan
Menteri.

Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), Menteri melakukan
evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional.

Hasit evaluasi yang telah dikoordinasikan
dengan Menteri sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dapat berupa persetujuan atau
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

penolakan.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
9 disampaikan oleh menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam
negeri kepada gubernur untuk rancangan Perda
provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali
kota untuk rancangan Perda kabupaten/kota
dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas)
hari kerja sejak diterimanya rancangan Perda
dimaksud dengan tembusan kepada Menteri.

Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) disampaikan dengan
disertai a-lasan penolakan.

Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan
sebagaimana  dimaksud pada ayat (9),
rancangan Perda dimaksud dapat langsung
ditetapkan.

Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan
sebagaimana  dimaksud pada ayat (9),
rancangan Perda dimaksud dapat diperbaiki
oleh gubernur, bupati/wali kota bersama
dengan DPRD yang bersangkutan, untuk
kemudian disampaikan kembali kepada menteri
yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
dalam negeri dan Menteri untuk rancangan
Perda provinsi dan kepada gubernur dan
Menteri untuk rancangan Perda
kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
evaluasi rancangan Perda tentang Pajak dan
Retribusi diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

16. Pasal 99

(1)

Perda yang telah ditetapkan oleh
gubemur/bupati/wali kota disampaikan kepada
menteri yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk
dilakukan evaluasi.

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan
evaluasi Perda provinsi/kabupaten/kota tentang
Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk
mengu,ji kesesuaian antara Perda dimaksud
dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, dan
kebijakan fiskal nasional.

Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perda
bertentangan dengan  kepentingan umum,
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri
merekomendasikan dilakukannya perubahan atas
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(7)

Perda dimaksud kepada menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam
negeri.

Penyampaian rekomendasi perubahan Perda oleh
Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 20
(dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan rekomendasi perubahan Perda yang
disampaikan oleh  Menteri, menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam
negeri memerintahkan gubernur/bupati/wali
kota untuk melakukan perubahan Perda dalam
waktu 15 (lima belas) hari kerja.

Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja,
gubernur/bupati/wali kota tidak melakukan
perubahan atas Perda tersebut, menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam
negeri menyampaikan rekomendasi pemberian
sanksi kepada Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
evaluasi Perda tentang Pajak dan Retribusi dan
pengawasan pelaksanaan Perda mengenai Pajak
dan Retribusi dan aturan pelaksanaannya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

17. Pasal 100

(2)

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 oleh
Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan
atau pemotongan DAU dan/atau DBH.

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

18. Pasal 101

(1)

Dalam mendukung kebijakan kemudahan
berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat
memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha
di daerahnya.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa pengurangan, keringanan, dan
pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak,
pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

Insentif frskal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak
dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan
oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan,
antara lain:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek
Pajak terkena bencana alam, kebakaran,
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dan/atau penyebab lainnya yang terjadi
bukan karena adanya wunsur kesengajaan
yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau
pihak lain yang bertujuan untuk menghindari
pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku
usaha mikro dan ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah
Daerah dalam mencapai program prioritas
Daerah; dan/atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah
dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberitahukan, kepada DPRD
dengan melampirkan pertimbangan Kepala
Daerah dalam memberikan insentif fiskal
tersebut.

(5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam: Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam

APBD

19.

Pasal 102

(1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam
mempertimbangkan paling sedikit:

a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
b. potensi Pajak dan Retribusi.

(2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur
ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi
Daerah, ketimpangan  pendapatan, indeks
pembangunan manusia, kemandirian fiskal,
tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan
daya saing Daerah.

(3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan
kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan
makroekonomi yang mendasari penyusunan
APBN.

Bagian Kedelapan: Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

20.

Pasal 104

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak
dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberian dan pemanfaatan insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
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dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan: Penyidikan

21.

Pasal 105

(1)

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara
Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah dan Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau Badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
dan Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk
mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

g. menyu.ruh berhenti dan/atau melarang
seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa,;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
dan Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar
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keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

—.

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

22.

Pasal 183

Wajib Retribusi yang  tidak  melaksanakan
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah,
diancam dengan pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga)
kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

23.

Pasal 185

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181,
Pasal 183, dan Pasal 184 merupakan pendapatan
negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

24.

Pasal 187

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan
Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum
Undang Undang ini diundangkan,
penyelesaiannya dilakukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan di bidang Pajak
dan  Retribusi yang ditetapkan  sebelum
berlakunya Undang-Undang ini;

b. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-
Undang ini;

c. khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi
hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam
Perda yang disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai
dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
diundangkannya Undang-Undang ini;
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d. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada huruf b dan huruf c tidak dapat dipenubhi,
ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi
mengikuti ketentuan berdasarkan Undang-
Undang ini;

e. penerapan DAU sesuai dengan ketentuan dalam
Undang Undang ini tidak boleh mengakibatkan
penurunan alokasi DAU per daerah paling lama 5
(lima) tahun terhitung sejak diberlakukannya
ketentuan mengenai alokasi DAU berdasarkan
Undang-Undang ini; dan

f. ketentuan mengenai DBH sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200l tentang
Otonomi Khusus Provinsi Papua, dinyatakan
tetap berlaku selama tidak diatur lain dalam
Undang-Undang ini.

25.

Pasal 188

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438); dan

b. peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti
dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

26.

Pasal 189

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal 1
angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245
sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat
(2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4,
Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal
296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6573); dan

d. Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4)
dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tettang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta
Pajak dan Retribusi dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang ini.

27.

Pasal 190

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan
Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 104,
hanya  dapat  dilaksanakan sampai dengan
diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan
aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan
kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan
Pajak dan Retribusi.
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2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan
Penyusunan Norma

Dalam kehidupan di masyarakat, kaedah yang berlaku adalah
kaedah agama, kaedah sosial, dan kaedah hukum. Kaedah hukum
memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan kaidah-kaidah sosial dan
kaidah agama sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (Lily
Rasjidi, 1993), antara lain hukum bertujuan untuk menciptakan
keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam
masyarakat dan mengatur perbuatan manusia secara lahiriah. Sejalan
dengan pendapat Soerjono Soekanto, Sudikno Mertokusumo (2010)
mengemukakan bahwa kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai
peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya
berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan
kepentingan orang lain terlindungi. Masih menurut Sudikno
Mertokusumo (2010), fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah
untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia dan
tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat.

Peter Mahmud Marzuki (2012) mengemukakan: “moral
merupakan dasar berpijak dari hukum dan hukum harus
mencerminkan moral”. Masih menurut Peter Mahmud Marzuki (2012):
“Moral dalam hal ini berkaitan dengan pemeliharaan fungsi ekstensial
hidup bermasyarakat, yaitu berkaitan dengan tingkah laku lahiriah
manusia dalam rangka hidup bermasyarakat, sebagai contoh tidak
melakukan pembalakan hutan merupakan perbuatan bermoral karena
dapat menghindarkan dari bahaya banjir. Sebaliknya, apabila terdapat
aturan hukum yang membolehkan adanya penebangan hutan yang tidak
sesuai dengan karakter hutan tersebut, maka aturan hukum tersebut
tidak bermoral”.

Tujuan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki (2012): “untuk
menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat”. Tujuan
hukum menurut Ulpianus (dalam Peter Mahmud Marzuki, 2012): “iuris
proecepta sunt haec honeste vivere, alterum non-loeadre, suum cuique
tribuere” (perintah hukum adalah hidup jujur, tidak merugikan sesama

manusia, dan setiap orang mendapat bagiannya). Demikian pula halnya
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menurut Bellefroid (dalam Peter Mahmud Marzuki, 2012):

Het recht beoogt de geestelijke, zedelijke en stoffelijke behoeften der
gemeenschap op passende wijze te bevrredigen of ook: de persoonlijkheid
der mensen in het gemeenschapsleven te volmaken, d.w.z. de
gemeenschap zo to ordenen, dat de persoon zijn geestelijke, zedelijke, en
lichamelijke vermogens daarin ontlpooien en tot hun hoogste ontwikkeling
brengen.

(hukum berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kejiwaan, dan
rohani masyarakat sesuai dengan keadaan masyarakatnya, atau juag
meningkatkan kepribadian individu dalam hidup bermasyarakat.
Dengan demikian, apabila dikatakan bahwa masyarakat dalam keadaan
tertib berarti setiap orang di dalam masyarakat tersebut dapat
mengembangkan keadaannya baik secara jasmani, pikiran maupun
rohaninya.)

Berpegang pada pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli
hukum tersebut, terlihat bahwa hukum memiliki fungsi dan tujuan yang
tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya
dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai
salah satu kaedah hukum yang tertulis yang berlaku di masyarakat
sudah selayaknya memperhatikan fungsi dan tujuan hukum tersebut
bukan sebaliknya masyarakat untuk hukum. Namun saat ini hampir di
semua belahan dunia di setiap negara dihadapkan pada kondisi berada
pada hukum modern yang berasal dari Barat. Menurut Satjipto Rahardjo
(2007), sifat hukum modern adalah “rasional dan formal” sehingga
seringkali mengabaikan “keadilan” yang berarti juga kebahagiaan
masyarakat diabaikan, yang seharusnya tidak demikian, hukum
hendaknya memberi kebahagian bagi rakyat dan bangsanya. Salah satu
cara untuk mencapai tujuan yang membahagiakan masyarakat atau
warga negaranya adalah memperhatikan kultur dan hati nurani
masyarakatnya Satjipto Rahardjo (2007). Seperti halnya pendapat Plato
dalam bukunya “The Laws” (Satjipto Rahardjo, 2012; M.Khoiril Anam,
2007) dikemukakan bahwa keadilan harus dijalankan atas dasar norma-
norma tertulis.

Peter Mahmud Marzuki (2012) mengemukakan tentang antinomi
antara kepastian hukum hukum dan keadilan: Dalam banyak literatur
klasik dikemukakan antinomi antara kepastian hukum hukum dan
keadilan, yaitu keduanya tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam
situasi yang bersamaan, oleh karenanya hukum bersifat kompromi,

dengan mengorbankan keadilan untuk mencapai kepastian hukum.
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Oleh karena itu, menurut Peter Mahmud Marzuki (2012):

Dalam menghadapi antinomi tersebut, peran penerapan hukum sangat
diperlukan. Peranan tersebut akan terlihat pada saat penerapan hukum
dihadapkan pada persoalan konkret dan penerap hukum harus mampu
menentukan pilihan yang harus dikorbankan keadilan ataukah
kepastian hukum. Adapun yang menjadi acuan dalam pemilihan ini
adalah moral.

Pinsip-prinsip tersebut di atas sebagaimana telah diuraikan hendaknya
diperhatikan pula dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
sehingga cita keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat tercermin di
dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan tidak hanya
sekedar kepastian hukum semata. Masalah dalam ilmu pembentukan
undang-undang (wetgevingswetenschap) adalah bagaimana
merumuskan atau membentuk peraturan hukum atau mengatur
kehidupan manusia atau masyarakat untuk waktu mendatang dalam
kurun waktu tertentu (Satjipto Rahardjo,2012). Namun demikian, nilai-
nilai dasar dari hukum menurut Radbruch adalah keadilan, kegunaan,
dan kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, 2012) sudah sepantasnya
mendapat perhatian dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan meskipun seringkali mengalami pasang surut atau pergeseran
dalam pelaksanaannya karena adanya pengutamaan salah satu asas
terutama kepastian hukum.

Pembuatan hukum yang baik menurut Montesquieu (Satjipto
Rahardjo, 2012; M.Khoiril Anam, 2007) adalah:

a. gaya hendaknya padat dan sederhana, kalimat-kalimat yang muluk
dan retorik hanya merupakan hal yang berlebihan dan menyesatkan;

b. istilah-istilah yang dipilih, hendaknya sedapat mungkin bersifat
mutlak dan tidak relatif sehingga mempersempit kemungkinan
adanya perbedaan pendapat;

c. hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang aktual, menghindari
perumpaman atau bersifat hipotesis;

d. hendaknya jangan rumit, sebab dibuat untuk orang kebanyakan,
jangan membenamkan orang pada persoalan logika tetapi sekedar
bisa dijangkau oleh penalaran orang kebanyakan;

e. janganlah masalah pokok yang dikemukakan dikaburkan oleh
penggunaan pengecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali
memang benar-benar diperlukan;

f. jangan berupa penalaran (argumentatif), berbahaya sekali
memberikan alasan yang rinci tentang masalah yang diatur sebab
akan membuka pintu perdebatan;

g. di atas semua itu, isinya hendaknya dipikirkan secara masak
terlebih dahulu serta janganlah membingungkan pemikiran serta
rasa keadilan biasa dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan
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secara alami; sebab hukum yang lemah tidak perlu dan tidak adil
akan menyebabkan keseluruhan sistem perundang-undangan
menjadi ambruk dan merusak kewibawaan negara.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat tersebut di atas, maka
pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan
dari asas keadilan, akan tetapi dengan tetap memperhatikan asas
manfaat dan asas kepastian hukum. Proses pembentukan peraturan
perundang-undangan sudah seyogyanya selalu mengikuti hal-hal yang
aktual yang terjadi di masyarakat sesuai dengan kultur masyarakatnya
sehingga tujuan pencapaian kebahagian masyarakat akan tercapai
bukan sebaliknya hukum untuk masyarakat yang artinya fungsi
perlindungan kepentingan masyarakat akan dapat dicapai.

Dalam pembentukan produk hukum hendaknya juga berpijak
pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu,
masih ada asas yang perlu diperhatikan, yaitu ada 5 (lima) asas hukum
yang berlaku secara universal sebagaimana dikemukakan oleh Paul
Scholten (Soedikno, 1996) yaitu asas kepribadian, asas persekutuan,
asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan baik dan buruk
yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas kepribadian
Dalam asas kepribadian, manusia menginginkan adanya kebebasan
individu. Dalam asas ini menunjuk pada pengakuan kepribadian
manusia, bahwa manusia adalah subjek hukum, dapat menyandang hak
dan kewajiban.

b. Asas persekutuan
Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah persatuan, kesatuan,
cinta kasih, dan keutuhan masyarakat.

c. Asas kesamaan
Dalam asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap
orang adalah sama di dalam hukum (equality before the law), setiap
orang harus diperlakukan sama. Yang adil adalah apabila setiap orang
memperoleh hak yang sama.keadilan merupakan realisasi dari asas ini.

d. Asas kewibawaan
Dalam asas kewibawaan ini memperkirakan adanya ketidaksamaan.

e. Asas pemisahan baik dan buruk
Asas ini merupakan asas yang terkandung dalam keempat asas
sebelumnya, yaitu memisahkan antara baik dan buruk.

Maria Farida Indrati (2012) mengutip ulang pendapat I.C.van der
Vlies di dalam bukunya “Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke
regelgeving” mengemukakan bahwa asas-asas dalam pembentukan
peraturan negara yang baik (beginselen van behorlijke regelgeving) dibagi
atas asas-asas yang formal dan material. Asas-asas yang formal
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meliputi:

Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling);
Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan);
Asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel);
Asas dapatnya dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid);
Asas konsensus (het beginsel van consensus).

Pao TR

Asas-asas yang material meliputi:

a. Asas tentang terminologi dan sistemetika yang benar (het beginsel van
duidelijke terminologi en duidelijke systematiek);

Asas tentang dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid);

Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtsgelijkheids beginsel);

Asas kepastian hukum (het rechtzekerheidsbeginsel);

Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (het beginsel van de
individuele rechtsbedeling).

opo o

Asas-asas pembuatan peraturan dikemukakan pula oleh A.Hamid
S. Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012)
bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut adalah
sebagai berikut:

a. Cita hukum indonesia;

b. Asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar
sistem konstitusi;

c. Asas-asas lainnya.

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan

Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan

oleh:

a. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam
hal tersebut berlaku sebagai Cita (Idee), yang berlaku sebagai “bintang
pemandu’;

b. Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain melainkan Pancasila (Sila-
sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma);

1) Asas-asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-
Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan
hukum (der primat des Rechts);

2) Asas-asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan
Undang-Undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-
kegiatan pemerintahan.

Masih menurut A.Hamid S.Attamimi sebagaimana ditulis ulang
oleh Maria Farida Indrati (2012): selain asas-asas tersebut,
dikemukakan pula bahwa asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang patut meliputi juga:

Asas tujuan yang jelas;

Asas perlunya pengaturan;

Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
Asas dapatnya dilaksanakan;

Asas dapatnya dikenali;

Asas perlakuan yang sama dalam hukum;

Asas kepastian hukum;

R oo o
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h. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Selain asas-asas tersebut, A.Hamid S.Attamimi sebagaimana
ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012) mengemukakan pula
tentang pembagian asas yang formal dan asas yang material, yaitu:

a. Asas-asas formal, dengan perincian:
1) Asas tujuan yang jelas;
2) Asas perlunya pengaturan;
3) Asas organ/lembaga yang tepat;
4) Asas materi muatan yang tepat;
5) Asas dapatnya dilaksanakan;
6) Asas dapatnya dikenali.
b. Asas-asas material dengan perincian:
1) Asas sesuai dengan cita hukum indonesia dan norma fundamental
negara;
2) Asas sesuai dengan hukum dasar negara;
3) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum;
4) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem
konstitusi.

Saat ini, pembentukan peraturan perundang-undangan di
Indonesia diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 beserta peraturan
pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun
2011 tersebut antara lain diatur secara tegas bahwa ada perbedaan
antara peraturan dengan keputusan.

Selain ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011,
pembentukan Peraturan Daerah juga berdasarkan pada Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan
pelaksanaannya. Beberapa ketentuan dari Peraturan Perundang-
undangan yang  dapat digunakan sebagai dasar dalam
pembuatan/penyusunan Peraturan Daerah adalah:

a. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 18 ayat (6):
"Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan. *¥)

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
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Tabel 2.6 Ketentuan Pembentukan Produk Hukum Daerah

No.

Pasal

Isi ketentuan

1 angka 25
dan angka
26

25.

26.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda
atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda
Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan
bupati/wali kota.

Pasal 236

(1)

3)

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan
Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala
Daerah.

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
materi muatan:

a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas
b. Pembantuan; dan

c. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan
d. perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 237

3)

(4)

Asas pembentukan dan materi muatan Perda
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan dan asas hukum yang tumbuh dan
berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak
bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pembentukan Perda mencakup tahapan
perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan,
dan pengundangan yang Dberpedoman pada
ketentuan peraturan perundangundangan.

Masyarakat berhak memberikan masukan secara
lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.

Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 238

(1)

Perda dapat memuat ketentuan tentang
pembebanan biaya paksaan
penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau
sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda
paling banyak RpS50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan
atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan
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No. Pasal

Isi ketentuan

perundang-undangan (4) Selain sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat
ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada
keadaan semula dan sanksi administratif.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan,;
e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan tetap izin;
g. denda administratif; dan/atau
h. sanksi administratif lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 239 (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam
program pembentukan Perda.

(2) Program pembentukan Perda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan
kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
berdasarkan skala prioritas pembentukan
rancangan Perda.

(3) Program pembentukan Perda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
keputusan DPRD.

(4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan
Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan
rancangan Perda tentang APBD.

(5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat
daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
b. APBD

(6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dalam  program
pembentukan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat
daftar kumulatif terbuka mengenai:

a. penataan Kecamatan; dan
b. penataan Desa.
(7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah

dapat mengajukan rancangan Perda di luar program
pembentukan Perda karena alasan:

a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik,
atau bencana alam;

b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;

c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang
memastikan adanya urgensi atas suatu
rancangan Perda yang dapat disetujui bersama
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No.

Pasal

Isi ketentuan

oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus
menangani bidang pembentukan Perda dan unit
yang menangani bidang hukum pada Pemerintah
Daerabh;

d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda
Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota;
dan

e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi setelah program
pembentukan Perda ditetapkan.

Pasal 240

(1)

(2)

Penyusunan rancangan Perda dilakukan
berdasarkan program pembentukan Perda.

Penyusunan rancangan Perda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD
atau kepala daerah.

Penyusunan rancangan Perda  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 241

(3)

Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD
bersama  kepala Daerah  untuk  mendapat
persetujuan bersama.

Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui tingkat pembicaraan.

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 242

(1)

(4

&)

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh
DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh
pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk
ditetapkan menjadi Perda.

Penyampaian rancangan Perda  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak
tanggal persetujuan bersama.

Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung
sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari
pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor
register Perda.

Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan
Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak
menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari
pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk
mendapatkan nomor register Perda.

Menteri memberikan nomor register rancangan
Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat memberikan nomor register
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No.

Pasal

Isi ketentuan

rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7
(tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.

Rancangan Perda yang telah mendapat nomor
register sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan oleh kepala daerah dengan
membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga
puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui
bersama oleh DPRD dan kepala Daerah.

Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani
rancangan Perda yang telah mendapat nomor
register sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan
wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya
berbunyi, “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.

Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman
terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda
ke dalam lembaran daerah.

Pasal 243

(2)

(3)

Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor
register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242
ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan
belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara
berkala menyampaikan laporan Perda
Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor
register kepada Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberian nomor register Perda diatur dengan
Peraturan Menteri.

10.

Pasal 244

Perda diundangkan dalam lembaran daerah.

Pengundangan Perda dalam lembaran daerah
dilakukan oleh sekretaris Daerah.

Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan
mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali
ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.

11.

Pasal 245

Dicabut
dengan UU
No.1 Tahun
2022
sepanjang
mengatur
tentang
Pajak dan
Retribusi
Daerah

Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang
RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD,
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak
daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah
harus mendapat evaluasi Menteri sebelum
ditetapkan oleh gubernur.

Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda
Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi
ancangan Perda Provinsi tentang tata ruang daerah
berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata
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No.

Pasal

Isi ketentuan

ruang.

Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur
tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD,
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak
daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah
harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil
Pemerintah  Pusat sebelum  ditetapkan oleh
bupati/wali kota.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam
melakukan evaluasi rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi
daerah  berkonsultasi dengan  Menteri dan
selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan
Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah
berkonsultasi  dengan Menteri dan selanjutnya
Menteri berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata
ruang.

Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan
rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui
diikuti dengan pemberian nomor register.

12.

Pasal 246

Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa
peraturan perundang-undangan, kepala daerah
menetapkan Perkada.

Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi
muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 237 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap asas pembentukan dan materi
muatan, serta pembentukan Perkada.

13.

Pasal 247

Perencanaan, penyusunan, dan penetapan Perkada
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

14.

Pasal 248

(1)
(2)

3)

Perkada diundangkan dalam berita daerah.

Pengundangan Perkada sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh sekretaris daerah.

Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat
pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain
di dalam Perkada yang bersangkutan.

15.

Pasal 249

(1)

(2)

3)

Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan
peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7
(tujuh) Hari setelah ditetapkan.

Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi
dan peraturan gubernur kepada Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis dari Menteri.

Bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda
Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota
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No. Pasal Isi ketentuan
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
(4) Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Perda
Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis dari gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

16. | Pasal 250 Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal
diubah 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan
dengan Pasal | ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
176 angka 2 | tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-
UU No.11 undangan yang baik, asas materi muatan peraturan
Tahun 2020 | perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

17. | Pasal 251 Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
diubah perundang-undangan yang lebih  tinggi, asas
dengan Pasal | pembentukan peraturan perundang-undangan yang
176 angka 3 | baik, asas materi muatan peraturan perundang-
UU No.11 undangan, dan putusan pengadilan, penJrusunan
Tahun 2020 | Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian

yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri
dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di
daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

18. | Pasal 252 (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau
diubah kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda
dengan Pasal yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
176 angka 4 dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi.

UU No.11 (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
Tahun 2020 sanksi administratif.
dan dicabut (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
dengan UU ayat (2) dikenakan kepada kepala Daerah dan
No.1 tahun anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak
2022 keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah
provinsi atau kabupaten/kota masih menetapkan
Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi
daerah yang tidak mendapatkan nomer register,
dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU
dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.
19. | Pasal 253 (1) DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan

penyebarluasan sejak penyusunan program
pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda,
dan pembahasan rancangan Perda.

(2) Penyebarluasan program pembentukan Perda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang
dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang
khusus menangani pembentukan Perda.

(3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari
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DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.

Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari
kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi
dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan
para pemangku kepentingan.

20. | Pasal 254

3)

Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang
telah diundangkan dalam lembaran daerah dan
Perkada yang telah diundangkan dalam berita
daerah.

Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda
dan Perkada yang telah diundangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur
dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
untuk bupati/wali kota.

Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali
berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala
daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan
khusus pendalaman bidang pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan
kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala
daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

21. | Pasal 255

(1)

Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk
menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan
ketertiban umum dan  ketenteraman, serta
menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Satuan polisi pamong praja mempunyai
kewenangan:

a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial
terhadap warga masyarakat, aparatur, atau
badan hukum yang melakukan pelanggaran atas
Perda dan/atau Perkada;

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau
badan hukum yang mengganggu ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat;

c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap
warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum
yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda
dan/atau Perkada; dan

d. melakukan tindakan administratif terhadap
warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum
yang melakukan pelanggaran atas Perda
dan/atau Perkada.

22. | Pasal 256

(2)

Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional
pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Polisi pamong praja diangkat dari pegawai negeri
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sipil yang memenuhi persyaratan.

Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan
pelatihan teknis dan fungsional.

Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh
Kementerian.

Kementerian dalam melakukan pendidikan dan
pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan
Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan
Agung.

Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan
dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi
pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah.

23.

Pasal 257

Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan
Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil
yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan
terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan
kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan
penyidik kepolisian setempat.

Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan
Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang

No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan.

Tabel 2.7 Ketentuan Pembentukan Perda dan NA

No.

Pasal

Isi ketentuan

Pasal 1 angka
(2) Undang-
Undang
Nomor 15
Tahun 2019

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur  yang ditetapkan dalam Peraturan
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Perundang-undangan.

2. Pasal 1 angka | Peraturan Daerah Provinsi adalah  Peraturan
(7) Undang Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
Nomor 15 Perwakilan Rakyat  Daerah Provinsi dengan
Tahun 2019 persetujuan bersama Gubernur.

3. Pasal 1 angka | Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan
(8) Undang Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
Nomor 15 Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan
Tahun 2019 persetujuan bersama Bupati/Walikota.

4. Pasal 1 angka | Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut
(10) Prolegda adalah instrumen perencanaan program

pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun
secara terencana, terpadu, dan sistematis.

S. Pasal 1 angka | Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau
(11) pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya

terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai
pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap
permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

6. Pasal 1 angka | Pengundangan adalah penempatan Peraturan
(12) Undang Perundang-undangan dalam Lembaran Negara
Nomor 15 Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara
Tahun 2019 Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia,

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia,
Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau
Berita Daerah.

7. Pasal 1 angka | Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
(13) Undang adalah materi yang dimuat dalam Peraturan
Nomor 15 Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan
Tahun 2019 hierarki Peraturan Perundang-undangan.

8. Pasal 2 Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum

negara.

9. Pasal 3 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam
Peraturan Perundang-undangan.

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia/

(3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar
pemberlakuannya.

10. | Pasal 4 Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam

Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan

Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

11. | Pasal 5 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan
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harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan

Peraturan Perudang-undangan yang baik yang

meliputi:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis, hierarkhi, dan materi
muatan;

d. dapat dilaksanakan,;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan,;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

12. | Pasal 6 (1) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
harus mencerminkan asas
a. pengayoman,;
b. kemanusian;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan,;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau.
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan
tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan
bidang hukum Peraturan Perundang-undangan
yang bersangkutan.

13. | Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan
sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Penjelasan
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Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat yang masih berlaku sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003
tentang Peninjauan Terhadap Materi dan
Status Hukum Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002,
tanggal 7 Agustus 2003.

Huruf c

Cukup jelas.
Hurufd

Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.
Huruf f

Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi
adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh
dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)
serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi)
yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat.

Huruf g

Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/ Kota di
Provinsi Aceh.

14.

Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,
Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang
setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang
atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa
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atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dibentuk
berdasarkan kewenangan.

15.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi
muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah dan tugas pembantuan serta menampung
kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih
lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih
tinggi.

16.

Pasal 15

(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya
dapat dimuat dalam:

a. Undang-Undang;
b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).

(3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana
kurungan atau pidana denda selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur
dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

17.

Pasal 39

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda
Kabupaten/Kota.

18.

Pasal 40

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan
Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap perencanaan
penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

19.

Pasal 41

Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar
kumulatif terbuka mengenai pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama
lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan Desa atau nama lainnya.

20.

Pasal 32

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi
dilakukan dalam Prolegda Provinsi.

Penjelasan Pasal 32

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar
produk peraturan Daerah Provinsi tetap berada dalam
kesatuan sistem hukum nasional.

21.

Pasal 33

(1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
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memuat program pembentukan Peraturan Daerah
Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan
keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-
undangan lainnya.

(2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan
Peraturan Perundang-undangan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
keterangan  mengenai konsepsi = Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:

a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
b. sasaran yang ingin diwujudkan,;

c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang
akan diatur; dan

d. jangkauan dan arah pengaturan.

(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan
penyelarasan dituangkan dalam Naskah
Akademik.

Penjelasan ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan”
adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi
yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-
undangan lainnya yang vertikal atau horizontal
sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan
atau kewenangan.

22.

Pasal 34

(1) Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh
DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi.

(2) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun  berdasarkan skala  prioritas
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi.

(3) Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi
dilakukan setiap tahun sebelum penetapan
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi.

23.

Pasal 35

Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar
rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih
tinggi;
b. rencana pembangunan daerah;

c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan; dan

d. aspirasi masyarakat daerah.

24.

Pasal 36

(1) Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD
Provinsi dan  Pemerintah Daerah  Provinsi
dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat
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kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus
menangani bidang legislasi.

Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD
Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan
DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang
legislasi.

Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh
biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi
vertikal terkait.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Gubernur.

Penjelasan ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal terkait”
antara lain instansi vertikal dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum.

25.

Pasal 37

(1)

Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD
Provinsi dan Pemerintah Daerah  Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan
ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi.

Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD
Provinsi.

26.

Pasal 38

(1)

Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar
kumulatif terbuka yang terdiri atas:

a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi.

Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau
Gubernur dapat mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda
Provinsi:

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa,
keadaan konflik, atau bencana alam;

b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan

keadaan tertentu lainnya yang memastikan
adanya wurgensi atas suatu Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi yang dapat
disetujui bersama oleh alat kelengkapan
DPRD Provinsi yang khusus menangani
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bidang legislasi dan biro hukum.

27.

Pasal 56

(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat
berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.

(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan penjelasan atau keterangan dan/atau
Naskah Akademik.

(3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
mengenai:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi;

b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi;
atau

c. perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang
hanya terbatas mengubah beberapa materi,

disertai dengan keterangan yang memuat pokok
pikiran dan materi muatan yang diatur.

28.

Pasal 57

(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai
dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah
Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

29.

Pasal 58

(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan
oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus
menangani bidang legislasi.

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh
biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi
vertikal dari kmenterian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum.

30.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyusunan ancangan Peraturan Daerah Provinsi
yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan
Presiden.

31.

Pasal 60

(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat
diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi,
atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus
menangani bidang legislasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.

32.

Pasal 61

(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah
disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan
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surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.

(2) (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah
disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan
surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD
Provinsi.

33. | Pasal 62 Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan
Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang
dibahas adalah ancangan Peraturan Daerah Provinsi
yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh
Gubernur  digunakan  sebagai bahan  untuk
dipersandingkan.

34. | Pasal 63 Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah
Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.

35. | Pasal 64 (1) Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundangundangan dilakukan sesuai dengan
teknik  penyusunan Peraturan Perundang-
undangan.

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan
Perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-
Undang ini.

(3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik
penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Presiden.

36. | Pasal 75 (1) Pembahasan Rancangan  Peraturan Daerah
Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama
Gubernur.

(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat
pembicaraan.

(3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat
komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD
Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi
dan rapat paripurna.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembahasan  Rancangan  Peraturan  Daerah
Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.

37. | Pasal 76 (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat

ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh
DPRD Provinsi dan Gubernur.

(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang
dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan
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persetujuan  bersama DPRD  Provinsi dan
Gubernur.

(3) Ketentuan Ilebih lanjut mengenai tata cara
penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.

38.

Pasal 77

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.

39.

Pasal 78

(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah
disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan
Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD
Provinsi kepada Gubernur wuntuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah Provinsi.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan
bersama.

40.

Pasal 79

(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan
oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda
tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD
Provinsi dan Gubernur.

(2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui
bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi
dan wajib diundangkan.

(3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan
Daerah ini dinyatakan sah.

(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada
halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi
sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah
Provinsi dalam Lembaran Daerah.

41.

Pasal 80

Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap penetapan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.

42.

Pasal 81

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan
perundang-undangan harus diundangkan dengan
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menempatkannya
dalam:

a. Lembaran Negara Republik Indonesia;

b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

c. Berita Negara Republik Indonesia;

d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

e. Lembaran Daerah;

f. Tambahan Lembaran Daerah; atau

g. Berita Daerah.

Penjelasan:

Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-

undangan dalam lembaran resmi sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap
telah mengetahuinya.

43. | Pasal 86 (1) Peraturan Perundang-undangan yang

diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah
Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.

(2) Peraturan Gubernur dan Peraturan
Bupati/Walikota diundangkan dalam  Berita
Daerah.

(3) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan
dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah
sebagaimana Sekretaris Daerah.

44. | Pasal 87 Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan
mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal
diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam
Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
Penjelasan:

Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang

tidak sama  dengan tanggal Pengundangan

dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana
serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan

Perundang-undangan tersebut.

45. | Pasal 92 (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD

dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan
Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi
dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan
para pemangku kepentingan.

Penjelasan ayat (1):

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah
kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat
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mengenai

Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang
sedang disusun, dibahas, dan yang telah
diundangkan agar masyarakat dapat memberikan
masukan atau tanggapan terhadap Peraturan Daerah
tersebut atau memahami Peraturan Daerah Provinsi
atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah
diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui
media elektronik dan/atau media cetak.

46.

Pasal 93

(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh
DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat
kelengkapan DPRD yang khusus menangani
bidang legislasi.

(2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah
yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat
kelengkapan DPRD.

(3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah
yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

47.

Pasal 94

Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan
bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi
atau Kabupaten/Kota.

48.

Pasal 95

Naskah Peraturan Perundang-undangan  yang
disebarluaskan harus merupakan salinan naskah
yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia,
Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan
Berita Daerah.

49.

Pasal 96

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara
lisan dan/atau tertulis dalam Pe

(2) Masukan secara lisan dan/atau  tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui:

a. rapat dengar pendapat umum;

b. kunjungan kerja;

c. sosialisasi; dan/atau

d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah orang perseorangan atau kelompok orang
yang mempunyai kepentingan atas substansi
Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam
memberikan masukan secara lisan dan/atau
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tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan
harus dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat.

Penjelasan ayat (3)

Termasuk dalam kelompok orang antara lain,
kelompok/ organisasi masyarakat, kelompok profesi,
lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

50.

Pasal 97

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur
dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis
mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk
Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR,
Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua
Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah
Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial,
Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan
Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala
Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang
setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi,
Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD
Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota,
Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.

51.

Pasal 98

(1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan mengikutsertakan
Perancang Peraturan Perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan
Perancang Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan
perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil
yang diberi tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh
oleh

pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
menyusun Rancangan Peraturan Perundang-
undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

52.

Pasal 99

Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1),
tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan
Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan
tenaga ahli.

53.

Pasal 100

Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri,
Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota,
atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur,
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yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku,
harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini.

54. | Pasal 101

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
Peraturan Perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangundangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389), dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.

55. | Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

56. | Pasal 103

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

57. | Pasal 104

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

58. | Lampiran I

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG,RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI, DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA:

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian
atau pengkajian hukum dan hasil penelitian
lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
mengenai pengatura masalah tersebut dalam
suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap
permasalahan dan kebutuhan hukum
masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai
berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB 1II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK
EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS,
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DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-
UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI,
ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB VI PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Jika melihat pada ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No.12
Tahun 2011, maka terlihat bahwa ketentuan tersebut juga
memerintahkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tata cara
mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur
atau bupati/walikota. Ketentuan tersebut telah diatur di dalam
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021. Selain itu, ketentuan
penyusunan produk hukum daerah berpedoman pula pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Di dalam ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 mengatur produk hukum
daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah
berbentuk peraturan terdiri atas:

a. Perda;

b. Perkada; dan

c. Peraturan DPRD.

Di dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 disebutkan bahwa Perda Provinsi atau nama lainnya
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dan Perda Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut
Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD
dengan persetujuan bersama kepala daerah. Di dalam Pasal 1 angka 5
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan
bahwa Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada
adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota. Di
dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 disebutkan bahwa Peraturan DPRD adalah peraturan yang
ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD
kabupaten/kota.

2.3 Kajian Keuangan

2.3.1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

1. Formula Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mengatur tata cara
perhitungan persetujuan bangunan gedung. Dimana salah satunya
mengubah formula perhitungan retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung sebagai dasar untuk menentukan besaran retribusi yang
harus dibayarkan oleh masyarakat yang mengajukan Persetujuan
Bangunan Gedung. Ada beberapa klasifikasi bangunan gedung
berdasarkan fungsinya yang besaran retribusi Persetujuan Bangunan
Gedungnya diatur dalam regulasi ini, yaitu usaha, usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM), hunian, keagamaan, khusus, sosial budaya,

ganda/campuran.

Nr = LLtx (Ilox SHST) x It x Ibg

Keterangan:
Nr : Nilai retribusi
LLt : Luas Total Lantai
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum

Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN
(Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase
pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh
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Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0.5%.

It : Indeks Terintegrasi.
Ibg : Indeks BG Terbangun
Lli : Luas Lantai ke-i

Lbi : Luas Basement ke-i
If : Indeks Fungsi

bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm :  Faktor Kepemilikan

Selain mengatur formulai di atas, peraturan perundangan-
udangan ini juga menambahkan beberapa keterangan terkait
dengan proses perhitungan retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung, sebagai berikut:

a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi
merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara
sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan
retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah
dan bukan milik pemerintah).

b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan
HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut
sebagai SHST.

c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan
Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh
Kementerian PUPR dan dapat diunduh  di
SIMBG.pu.go.id.

2. Simulasi Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung
Untuk memperjelas proses proses perhitungan retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung, kajian ini akan menyajikan
beberapa contoh simulasi penentuan besaran retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung. Untuk itu akan digunakan
beberapa asumsi terkait dengan luas bangunan gedung,
peruntukan bangunan gedung, kompleksitas bangunan gedung,
permanensi bangunan gedung, dan sebagainya, seperti disajikan

di bawah ini:
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e Luas bangunan : 150 m?2.

gedung
o Kompleksitas : Tidak sederhana.
bangunan
gedung
e Permanensi : Permanen.
bangunan
gedung
o Kepemilikan : Perorangan.
bangunan
gedung
e Jumlah lantai : 1 (satu)lantai.
bangunan
gedung
e Jumlah : Tanpa basement.
basement
bangunan
gedung
e Fungsi : a. Usaha.
bangunan b. Usaha mikro, kecil, dan menengah
gedung (UMKM).
c. Hunian.
d. Keagamaan.
e. Khusus.
f. Sosial Budaya.
g. Ganda/Campuran.

Selanjutnya untuk menyajikan analisis yang lebih
komprehensif, kajian ini juga akan membandingkan besaran
retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan retribusi
IMB. Dimana analisis untuk menghitung besaran IMB akan
menggunakan asumsi yang sama dengan asumsi yang
digunakan untuk menghitung besaran retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung. Hasilnya disajikan dalam tabel di bawah

ini.
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Tabel 2.8: Perbandingan Besaran Retribusi IMB dan Persetujuan Bangunan

Gedung (Rp)
Kategori Fungsi Gedung dan Bangunan Besaran Retribusi
No Persetujuan Bangunan Persetujuan
IMB IMB Bangunan
Gedung
Gedung
1. | Usaha Usaha 5,490,000 4,441,500
UMKM 3,172,500
Hunian < 100 m? dan < Hunian 2,745,000 951,750
Lantai
4. | Hunian > 100 m2 dan > 1,078,650
Lantai
5. | Agama Keagamaan 0 0
6. | Khusus Khusus 3,660,000 6,345,000
7. | Sosbud Sosial dan Budaya 1,830,000 1,903,500
8. | Ganda < 500 m? dan < Ganda/Campuran 7,320,000 3,807,000
Lantai
9. | Ganda < 500 m? dan > 5,076,000
Lantai

Sumber: Data primer diolah, 2021.

Tabel di atas menyajikan hasil perhitungan besaran retribusi retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung dan retribusi IMB, dengan menggunakan
asumsi yang sama. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa
besaran IMB untuk bangunan gedung yang difungsikan untuk Usaha
lebih besar dibandingkan dengan besaran retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung. Demikian juga dengan bangunan gedung yang
difungsikan untuk Hunian dan Ganda/Campuran. Sementara besaran
IMB untuk bangunan gedung yang difungsikan untuk Khusus dan
Sosial Budaya (Sosbud) lebih kecil dibandingkan dengan besaran
retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Kajian ini juga akan menyajikan simulasi perhitungan besaran retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung untuk pelestarian/pemugaraan, yang
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dikategorikan

menjadi tiga klasifikasi, yaitu Pratama, Madya, dan Utama. Simulasi
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untuk pelestarian/pemugaraan gedung dilakukan dengan menggunakan

beberapa asumsi sebagai berikut:

Luas bangunan
gedung
Kompleksitas
bangunan
gedung
Permanensi
bangunan
gedung
Kepemilikan
bangunan
gedung
Jumlah lantai
bangunan
gedung
Jumlah
basement
bangunan
gedung
Fungsi
bangunan
gedung

150 ma?2.

Tidak sederhana.

Permanen.

Perorangan.

1 (satu) lantai.

Tanpa basement.

Hunian.

Perhitungan tarif besaran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

untuk pelestarian/pemugaraan akan dilakukan dengan menggunakan

tiga skenario, yaitu Pratama, Madya, dan Utama. Dimana setiap

skenario tersebut mempunyai indeks bangunan gedung yang berbeda-

beda. Hasil analisis disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.9: Perbandingan Besaran Persetujuan Bangunan Gedung Untuk
Pelestarian /Pemugaraan (Rp)

: : Besaran Retribusi
Klasifikasi >
No Pelestarian/Pemugaraan Persetujuan
& Bangunan Gedung
1. | Pratama 309,319
2. | Madya 65.671
3. | Utama 43,781

Sumber: Data primer diolah, 2021.

Tabel di atas menyajikan hasil perhitungan besaran retribusi retribusi

Persetujuan Bangunan Gedung untuk pelestarian/pemugaraan.
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Hasilnya menunjukkan bahwa besaran retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung untuk klasifikasi Pratama lebih besar

dibandingkan dengan klasifikasi Madya dan Utama.

2.3.2. Retribusi Prasarana Bangunan
1. Formula Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 juga mengatur tata
cara perhitungan Prasarana Bangunan Gedung. Seperti untuk
retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, regulasi ini juga
menetapkan formula untuk menghitung besaran retribusi

Prasarana Bangunan Gedung, seperti disajikan di bawah ini.

Nr=VxIxIbg x HSpbhg

Dimana:

Nr : Nilai retribusi.

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung.
Ibg : Indeks BG Terbangun.

HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung.

2. Simulasi Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan
Gedung
Untuk memperjelas proses proses perhitungan retribusi
Prasarana Bangunan Gedung, kajian ini akan menyajikan
beberapa contoh simulasi penentuan besaran retribusi
Prasarana Bangunan Gedung. Untuk itu akan digunakan
beberapa asumsi terkait dengan jenis Prasarana Bangunan
Gedung, khususnya, pagar dan talud. Hasil simulasi disajikan

di bawah ini.

e Jenis : a. Pagar.
prasarana b. Talud.
e Volume : 150 m.
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Tabel 2.10: Perbandingan Besaran Retribusi IMB dan Prasarana Bangunan

Gedung
Besaran Retribusi
No Jenis Prasarana Bangunan Prasarana
Gedung IMB Bangunan
Gedung
1. | Pagar 300,000 300,000
2. | Talud 300,000 300,000

Sumber: Data primer diolah, 2021.

Tabel di atas menyajikan hasil perhitungan besaran retribusi
Prasarana Bangunan Gedung untuk pelestarian/pemugaraan,
baik dengan formula perhitungan besaran retribusi IMB maupun
formula perhitungan besaran restribusi Prasarana Bangunan
Gedung. Hasilnya menunjukkan bahwa besaran retribusi
Prasarana Bangunan Gedung dengan menggunakan dua formula
tersebut adalah sama. Namun demikian jika dicermati ada
beberapa aspek yang membedakan antara formula perhitungan
besaran retribusi IMB maupun formula perhitungan besaran
restribusi Prasarana Bangunan Gedung, yaitu:

a. Dalam formula perhitungan besaran restribusi Prasarana
Bangunan Gedung ada variabel Rehabilitasi/Renovasi
Bangunan Gedung, dengan alternatif pilihan Baru, Sedang,
Berat.

b. Dalam formula perhitungan besaran restribusi Prasarana
Bangunan Gedung ada variabel Pelestarian/Pemugaran,

dengan alternatif pilihan Pratama, Madya, dan Utama.

2.3.3. Retribusi Layanan Lainnya dalam Persetujuan

Bangunan Gedung

Retribusi lainnya di dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 16

Tahun 2021 disebutkan sebagaimana termuat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.11 Retribusi Layanan Lainnya

Jenis Layanan Satuan Harga per satuan
Pencetakan PBG ulang (karena Unit
hilang)
Pencetakan SLF ulang (karena Unit
hilang)
Pemeriksaan RTB Unit

Di dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021

tidak dimuat formulanya.

2.3.4. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing tidak diatur secara
tegas di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, akan tetapi
diatir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Retribusi IMTA). Ketentuan
Retribusi IMTA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
97 Tahun 2012 ini diterbitkan sesuai ketentuan Pasal 150 huruf c
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009:

Retribusi Perizinan Tertentu:

1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan
yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas
desentralisasi;

2. perizinan  tersebut  benar-benar diperlukan  guna
melindungi kepentingan umum; dan

3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan
izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak
negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga
layak dibiayai dari retribusi perizinan;

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
97 Tahun 2012 diatur:

Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:

a. pemerintah provinsi untuk perpanjangan IMTA yang lokasi

kerjanya lintas kabupaten/kota dalam provinsi yang
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bersangkutan; dan
b. pemerintah kabupaten/kota untuk perpanjangan IMTA
yang lokasi kerjanya dalam kabupaten/kota yang
bersangkutan.
Di dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
diatur:

(1) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan paling
tinggi sebesar tarif penerbitan IMTA yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP
yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.

(2) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 15 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian
Ketenagakerjaan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2018 adalah Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Besarnya PNBP tersebut tercantum di dalam Lampiran Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018, yaitu Kompensasi Penggunaan
Tenaga Kerja Asing Untuk Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing Yang Lokasi Kerjanya Lebih dari 1 (Satu) Wilayah Provinsi
sebesar 100 USD per orang per bulan. Oleh karena itu jika Pemerintah

Daerah dapat menerapkan besaran tarif Retribusi Perpanjangan IMTA

paling tinggi sebesar PNBP tersebut.

2.4 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang
Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi

2.4.1. Gambaran Umum Kota Semarang
a. Karakteristik Lokasi dan Luas Wilayah
Pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Lampiran
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 disebutkan
bahwa sebagai Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Kota
Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km yang lokasinya

berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat,
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Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di
sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis
pantai berkisar 13,6 km.

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah
Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari jumlah tersebut, terdapat 2
Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen
dengan luas wilayah sebesar 57,55 Km? dan Kecamatan Gunungpati
dengan luas wilayah sebesar 54,11 Km? Kedua Kecamatan tersebut
terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang
sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan
perkebunan. Sementara itu wilayah kecamatan dengan mempunyai
luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan luas
wilayah 5,93 Km? dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas
wilayah sebesar 6,14 Km?2.

Peta wilayah Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 dapat

dilihat pada gambar di bawah ini.
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Gambar 2.1 Peta Wilayah dan Batas Wilayah Kota Semarang
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b. Letak dan Kondisi Geografis

Uraian di bawah ini diperoleh dari Bab II Gambaran Umum
Kondisi Daerah Lampiran Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6
Tahun 2016.

Kota Semarang dilihat berdasarkan posisi astronomi berada di
antara garis 6° 50’ — 7° 10’ Lintang Selatan dan garis 109° 35’ - 110°
50’ Bujur Timur. Kota Semarang sebagai salah satu kota yang berada
di garis pantai utara pulau jawa memiliki ketinggian antara 0,75
sampai dengan 348,00 di atas permukaan laut. Pada daerah
perbukitan mempunyai ketinggian 90.56 - 348 mdpl yang diwakili
oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel wilayah
Semarang Selatan. Tugu, Mijen, dan Gunungpati. Untuk dataran
rendah mempunyai ketinggian 0.75 mdpl.

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 Km?2.
Berdasarkan pembagiannya terdiri atas 39,56 Km2 (10,59%) tanah
sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Menurut
penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah
tadah hujan (53,12 %), dan hanya sekitar 19,97 % nya saja yang
dapat ditanami 2 (dua) kali. Lahan kering sebagian besar digunakan
untuk tanah pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman
sekitar, yaitu sebesar 42,17 % dari total lahan bukan sawah.

Secara geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomis
yaitu di antara garis 6°50’ - 7°10’ Lintang Selatan (LS) dan garis
109°35’ - 110°50’ Bujur Timur. Batas wilayah administratif Kota
Semarang :

- sebelah barat adalah Kabupaten Kendal

- sebelah timur dengan Kabupaten Demak

- sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang

- sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis
pantai mencapai 13,6 kilometer.

Berdasarkan posisi lokasinya, Kota Semarang terletak pada
jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Selain itu, berdasarkan

posisinya, Kota Semarang memiliki lokasi strategis sebagai koridor
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pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari empat
simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan,
koridor timur dan koridor barat. Lokasi strategis Kota Semarang juga
didukung dengan keberadaan Pelabuhan Tanjung Mas, Bandar
Udara Ahmad Yani, Terminal Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang
dan Poncol, yang menguatkan peran Kota Semarang sebagai simpul
aktivitas pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dan bagian tengah
Pulau Jawa, Indonesia.

Dalam konteks pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Kota
Semarang juga merupakan bagian dari rangkaian kawasan strategis
nasional KEDUNGSAPUR bersama dengan Kabupaten Kendal,
Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan
Kabupaten Grobogan. Sebagai kota metropolitan, Kota Semarang
dalam kedudukannya di kawasan strategis nasional KEDUNGSAPUR
menjadi pusat aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan
pendidikan. Fungsi inilah yang kemudian berdampak pada
perkembangan pembangunan yang ada di Kota Semarang karena
sebagaimana yang diketahui, aktivitas perdagangan dan jasa,
industri dan pendidikan menjadi aktivitas yang paling banyak
mengundang manusia untuk beraktivitas di dalamnya. Oleh
karenanya, Kota Semarang menjadi salah satu kota yang memiliki
daya tarik bagi penduduk pendatang untuk beraktivitas di

dalamnya.

c. Wilayah Pengembangan

Dalam perkembangan kota Semarang, Banyaknya potensi-
potensi lokal seperti industri skala rumah tangga yang belum
dikembangkan yang sebenarnya mampunyai kekuatan yang tidak
terpengaruh oleh adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia.
Selain industri sektor perikanan yang ada di Kota Semarang juga
belum optimal pemanfaatannya saat ini sehingga masih bisa
dikembangkan lagi, jika dilihat lebih cermat lagi masih banyak
daerah-daerah di Semarang yang belum dikembangkan yaitu daerah-
daerah pinggiran kota seperti kecamatan Tugu, Mijen, Gunungpati,

Banyumanik, dan Tembalang.
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Kebijakan pemerintah dalam perencanaan bangunan di
Semarang, dibagi menjadi empat wilayah pengembangan dan sepuluh
wilayah bagian kota :

1) Wilayah Pengembangan I
Meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Timur,
Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Selatan,
Candisari, dan Gajah Mungkur.
Ciri kegiatan yaitu pusat pelayanan umum berupa
perkantoran, perdagangan komersial, pelabuhan, industri
berikat pelabuhan, rekreasi, perumahan lingkungan dengan
kepadatan tinggi, konservasi bangunan bersejarah

2) Wilayah Pengembangan II
Meliputi sebagian wilayah kecamatan Tugu dan kecamatan
Genuk.
Dikembangakan  menjadi wilayah  perindustrian jasa
kemayarakatan, dan transportasi.

3) Wilayah Pengembangan III

Berfungsi untuk pengembangan wilayah sub urban dan akan

dikembangkan menjadi wilayah jasa, pendidikan, kesehatan,

dan pemerintahanmeliputi wilayah Gayamsari, Pedurungan,

Tembalang, dan Banyumanik

4) Wilayah pengembangan IV
Berfungsi untuk pengembangan sektor pertanian seperti
perkebunan, peternakan, perhutanan,meliputi daerah daerah
kecamatan Gunungpati, Kecamatan Tugu dan kecamatan

Mijen.
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Tabel 2.12 Wilayah Pengembangan

3 Bagian Wilayah
Wilayah Kecamatan J y
Pengembangan (WP) Kota (BWK)
Semarang Timur
Semarang Tengah I
Semarang Selatan
1 Candisar .
Gajahmungkur
Semarang Utara .
Semarang Baral
Il Genuk 1%
Pedurungan
_ v
B Gayamsari
Tembalang Vi
Banyumanik Vil
Gunungpati Vil
Mien IX
IV
Ngalian
: X
Tugu

2.4.2. Analisis Perencanaan dan Pembangunan Bangunan Gedung
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020, dijelaskan bahwa setiap bangunan gedung memiliki
fungsinya yang berbeda-beda. Hal ini dirumuskan dalam Bab III Pasal 5
yang diubah dengan Pasal 24 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020, yang mengatur:
(1) Setiap bangunan gedung memiliki fungsi dan klasifikasi
bangunan gedung.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan klasifikasi
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16
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Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Tabel 2.13 Fungsi Bangunan Gedung

Fungsi Bangunan Gedung Meliputi

Bangunan untuk rumah tinggal tunggal,
Fungsi Hunian rumah tinggal deret, rumah susun, dan
rumah tinggal sementara

Masjid, gereja, pura, wihara, dan

Fungsi Keagamaan kelenteng

Bangunan gedung untuk perkantoran,
perdagangan, perindustrian, perhotelan,
wisata dan rekreasi, terminal, dan
penyimpanan

Fungsi Usaha

Bangunan gedung untuk pendidikan,
Fungsi Sosial dan Budaya | kebudayaan, pelayanan kesehatan,
laboratorium, dan pelayanan umum

Bangunan gedung untuk reaktor nuklir,
instalasi pertahanan dan keamanan, dan
bangunan sejenis yang diputuskan oleh
menteri

Fungsi Khusus

Fungsi Campuran Lebih dari 1 fungsi

Sumber: PP No.16 Tahun 2021

Suatu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi
atau kombinasi fungsi dalam bangunan gedung, misalnya kombinasi
fungsi hunian dan fungsi usaha, seperti bangunan gedung rumah-toko
(ruko), rumah-kantor (rukan), apartemen-mal, dan hotel-mal, atau
kombinasi fungsi-fungsi usaha, seperti bangunan gedung kantor-toko
dan hotel atau mall.

Agar pemenuhan persyaratan teknis setiap fungsi bangunan
gedung lebih efektif dan efisien, fungsi bangunan gedung tersebut
diklsifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi,
tingkat resiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan
kepemilikan. Pengklasifikasian bangunan gedung ini diatur dalam Pasal
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Beberapa ketentuan yang

mengatur klasifikasi bangunan Gedung.
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Tabel 2.14 Ketentuan Klasifikasi Bangunan Gedung

Pasal Isi Ketentuan

Pasal 9 (1) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

diklasifikasikan berdasarkan:

a. tingkat kompleksitas;

b. tingkat permanensi;

c. tingkat risiko bahaya kebakaran;

d. lokasi;

e. ketinggian Bangunan Gedung;

f. kepemilikan Bangunan Gedung; dan
g. klas bangunan.

(2) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Bangunan Gedung
sederhana, Bangunan Gedung tidak sederhana, dan
Bangunan Gedung khusus.

(3) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Bangunan Gedung permanen; dan
b. Bangunan Gedung nonpermanen.

(4) Klasilikasi berdasarkan tingkat risiko bahaya kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat
risiko kebakaran sedang, dan tingkat risiko kebakaran
rendah.

(5) Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d meliputi Bangunan Gedung di lokasi padat,
Bangunan Gedung di lokasi sedang, dan Bangunan Gedung
di lokasi renggang.

(6) Klasihkasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi
Bangunan Gedung super tinggi, Bangunan Gedung
pencakar langit, Bangunan Gedung bertingkat tinggi,
Bangunan Gedung bertingkat sedang, dan Bangunan
Gedung bertingkat rendah.

(7) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi BGN dan
Bangunan Gedung selain milik negara.

Pasal 10 (1) Penentuan klasifikasi berdasarkan ketentuan klas
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf g dibagi menjadi:

a. klas 1;
b. klas 2;
c. klas 3;
d. klas 4;
e. klas 5;
f. klas 6;
g. klas 7;
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Pasal Isi Ketentuan

h. klas 8;
i. klas 9; dan
j. klas 10.

(2) Bagian Bangunan Gedung yang penggunaannya insidental
dan sepanjang tidak mengakibatkan gangguan pada bagian
Bangunan Gedung lainnya, dianggap memiliki klasifikasi
yang sama dengan bangunan utamanya.

(3) Bangunan Gedung dapat memiliki klasifikasi jamak, dalam
hal terdapat beberapa bagian dari Bangunan Gedung yang
harus diklasifikasikan secara terpisah.

Pasal 11 a. Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) serta klasifikasi Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
dicantumkan dalam PBG, SLF, dan SBKBG.

b. Dalam hal terdapat perubahan fungsi dan/atau klasifikasi
Bangunan Gedung, Pemilik wajib mengajukan PBG
perubahan.

Sumber: PP No.16 Tahun 2021

2.4.3. Analisis Potensi dan Permasalahan Retribusi Perizinan

Tertentu di Kota Semarang

Dalam perkembangan hukum terutama peraturan perundang-undangan

dan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka terjadi perubahan yang

sangat berpengaruh pada keberlakuan peraturan perundang-undangan

yang ada yang mengatur Retribusi Perizinan Tertentu, sebagai berikut:

1. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 beserta
peraturan pelaksanannya.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini telah merevisi sejumlah
undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 dan Hinderordonnantie, Staatsblad Tahun 1926 Nomor
226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 yang sering disebut
dengan HO. Sesuai ketentuan Pasal 114 angka 1 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 mengubah ketentuan Pasal 141 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur jenis Retribusi
Perizinan Tertentu:
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

a. Retribusi Pertzinan Berusaha terkait persetujuan bangunan
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gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung;

b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan
minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi lzin
Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya
disebut Retribusi Izin Trayek; dan

d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang
selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dengan perubahan nomenklatur jenis Retribusi Perizinan Tertentu
tersebut, maka ketentuan keempat jenis Retribusi Perizinan Tertentu
yang diatur dalam Peraturan Daerah menjadi tidak berlaku sedangkan
di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak mengatur
ketentuan peralihan berlakunya peraturan daerah yang mengatur
retribusi perizinan tertentu tersebut. Kondisi ini semakin dipertegas
dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021
yang mengatur Formula Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
Demikian pula Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 juga
mensyaratkan adanya penyesuaian retribusi IMTA paling lambat tiga
bulan sejak berlakunya peraturan pemerintah ini (Pasal 47). Hal ini
berdampak besar pada setiap Pemerintah Daerah yang tidak dapat lagi
memungut retribusi yang artinya kehilangan salah satu sumber
pendapatan daerah. Hal ini dipertegas dengan diterbitkannnya kebijakan
tertanggal 21 Oktober 2021 oleh Menteri Dalam Negeri berupa Surat
Edaran Nomor: 011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan
Persetujuan Bangunan Gedung Dan Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kebijakan ini
semakin menegaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota tetap
melakukan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung namun tidak
dapat memungut Retribusi dengan kata lain retribusi sebesar nol rupiah
(Rp.0,00). Hal ini tentu saja berakibat pada hilangnya pendapatan Kota
Semarang yang cukup besar sedangkan pendapatan tersebut digunakan
untuk pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan Kota Semarang,
terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19 ini, maka beban keuangan

Pemerintah Kota Semarang semakin berat.
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2. Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor
91/PUU-XVIII/2020 yang memutuskan perkara Pengujian Formil
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor
91/PUU-XVIII/2020 ini, maka akan menambah kesulitan Pemerintah
Daerah karena terikat dengan amar putusan tersebut yang antara
lain disebutkan pada:

a. Angka 3: Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak
dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak
putusan ini diucapkan”

b. angka 7: Menyatakan untuk menangguhkan segala
tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak
luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan
pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini menjadi penyelamat atas
kondisi yang ada karena adanya Ketentuan Peralihan pada Pasal
187:

Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini;

4. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut,
maka Pemerintah Daerah masih dapat menarik Retribusi sesuai
Peraturan Daerah yang saat ini berlaku. Hal ini sesuai dengan asas
hukum Lex Posterior derogate lege priori. Namun khusus untuk
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sangat mendesak
membutuhkan peraturan daerah yang baru karena adanya formula

baru dan adanya sistem informasi yang terpusat dalam
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https://simbg.pu.go.id/. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang

harus segera membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Perizinan Tertentu sambil melakukan penataan dan pengaturan atas
semua pajak dan retribusi daerah dalam satu produk hukum
peraturan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 dalam waktu paling lambat dua tahun sejak diundangkannya

undang-undang tersebut.
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BAB Il
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang perlu ditinjau kembali dengan
pertimbangan karena adanya peraturan perundang-undangan yang baru
diterbitkan saat ini dan berlaku, yaitu:

a. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah merevisi
sejumlah peraturan perundang-undangan termasuk peraturan
perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah,
bangunan gedung dan ketenagakerjaan; dan

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang telah mencabut Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan mencabut beberapa ketentuan di
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020.

Secara rinci ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah
diuraikan pada Bab 2. Secara khusus dalam Naskah Akademik ini, Retribusi
Perizinan Tertentu yang akan diuraikan adalah Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung telah dirumuskan secara
detil di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 beserta
Lampirannya yang memuat formula Retribusi sebagai berikut:

Rumus penghitungan Retribusi PBG terdiri dari:
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a. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung
Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah
atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan

PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta
pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi
Nilai retribusi (Nr) : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

LLt : ¥ (LLi + LBi)
It :Ifx Y (bp x Ip) x Fm
LLt : Luas Total Lantai
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum

Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga
Satuan Bangunan Gedung Negara).

o . Indeks Lokalitas, vang merupakan persentase pengali
terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.

It : Indeks Terintegrasi
Ibg : Indeks BG Terbangun
LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : bobot parameter

ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Keterangan:

a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan
SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini
digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan
Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat
langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.

c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar
Harga Satuan Tertinggi vang disediakan oleh Kementerian

PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id.
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Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan

Indeks BG Terbangun

Bangunan Gedung

Baru

1

Rehabilitasi/Renovasi
BG

a. Sedang

b. Berat

0,45 x 50% = 0,225
0,65 x 50% = 0,325

Pelestarian/Pemugaran
a. Pratama
b. Madya

c. Utama

0,65 x 50% = 0,325
0,45 x 50% = 0,225
0,30 x 50% = 0,150
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Indeks Bobot Indeks
Fungsi Fungsi Klasifikasi | Parameter Parameter Parameter
() (bp) {Ip)
Usaha 0,7 Kompleksitas 0,3 a. Sederhana 1
b. Tidak 2
Sederhana
Usaha 0,5 Permanensi 0,2 a. Non Permanen 1
(UMKM- b. Permanen 2
Prototipe)
Hunian Ketinggian 0,5 *Mengikuti Tabel *}Mengikuti
Koefisien Jumlah Tabel
Lantai Koefisien
a. <100 m?2 0,15 Jumlah
dan <2 Lantai
lantai
b. »100 m2 0,17
dan >2
lantai
Keagamaan 0
Fungsi 1
Khusus
Sosial Budaya 0,3 Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara 0
Ganda/ b. Perorangan/Bad 1
Campuran an Usaha
a. Luas
<500 m2 0,6
dan <2
lantai
b. Luas >500 0,8
m? dan >2
lantai
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Tabel Koefesien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai Koefisien Jumlah Koefisien
Jumlah Lantai | | Lantai | jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n) | 1,393 + 0,1 (n) 31 1,686
Basemen 3 lapis 1,393 32 1,695
Basemen 2 lapis 1,299 33 1,704
Basemen 1 lapis 1,197 34 1,713
1 1 35 1,722
2 1,090 36 1,730
3 1,120 37 1,738
4 1,135 38 1,746
5 1,162 39 1,754
6 1,197 40 1,761
7 1,236 41 1,768
8 1,265 42 1,775
9 1,299 43 1,782
10 1,333 44 1,789
11 1,364 45 1,795
12 1,393 46 1,801
13 1,420 47 1,807
14 1,445 48 1,813
15 1,468 49 1,818
16 1,489 50 1,823
17 1,508 51 1,828
18 1,525 52 1,833
19 1,541 33 1,837
20 1,556 34 1,841
21 1,570 35 1,845
22 1,584 56 1,849
23 1,597 57 1,853
24 1,610 58 1,856
25 1,622 39 1,859
26 1,634 60 1,862
27 1,645 60+(n) | 1,862+ 0,003 (n)
28 1,656
29 1,666
30 1,676
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Keterangan:

. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;

. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;

. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah
lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.

. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap
lapisnya.

. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =
(¥ (LLixKL)) + ¥ (LBi x KB))

(3 LLi + YLBI)

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien Jumlah lapis
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b. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi
Bangunan Gedung
1.  Fungsi Hunian
Rumah Indeks 0,3x1 =0,3 Kompleksitas : sederhana
Tinggal Fungsi 0,20 x 2,00 = 0,40 Permanensi : Permanen
0,15 0,50 x 1,00 = 0,50 Ketinggian : 1 lantai
> (bp x Ip) 1,2 Kepemilikan : perorangan

Faktor Kepemilikan {Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 0,15x 1,2x1=0,18

2. Fungsi Keagamaan

Masjid Indeks 0,3 x 2,00 = 0,60 Kompleksitas : tidak sederhana
Fungsi 0,20 x 2,00 = 0,40 Permanensi ; Permanen
0,0 0,50x 1,090 =0,545 Ketinggian : 2 lantai

3 (bp x Ip) 1,545 Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 0x 1,545x1=0

3. Fungsi Usaha

Mall Indeks 0,3 x 2,00 = 0,60 Kompleksitas : tidak sederhana
Fungsi 0,20 x 2,00 = 0,40 Permanensi : Permanen
1 0,50x1,265 =0,6325 Ketinggian : 8 lantai
Y (bp x Ip) 1,6325 Kepemilikan : Badan usaha

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,6325x 1 = 1,6325
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Tabel 4. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

RUSAK BERAT/PEKERJAAN RUSAK SEDANG/PEKERJAAN
PEM GUNAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% KONSTRUKSI SEBESAR 45%
NO JENIS PRASARANA BANGUNAN SATUAN BARU o i °
DARI BANGUNAN GEDUNG DARI BANGUNAN GEDUNG
Indeks Indeks Indeks
1 2 3 4 5 6 7
1 Konstruksi Pagar m! 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
pembatas/penahan/ Tanggul/ retaining wall | m! 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
pengaman Turap batas m! 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
kaveling/ persil
2. Konstruksi penanda masuk Gapura m? 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
lokasi Gerbang m? 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
3. Konstruksi perkerasan Jalan m? 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
Lapangan upacara m? 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
Lapangan olahraga m?2 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
terbuka
4. Konstruksi perkerasan aspal, m? 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
beton
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5. Konstruksi perkerasan m? 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
grassblock
6. Konstruksi penghubung Jembatan m?2 1,60 0,65 x50% 0,45 x50%
Box culvert 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
7. Keonstruksi penghubung m? 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
(jembatan antar gedung)
8. Konstruksi penghubung m? 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
(jembatan penyebrangan
orang/barang)
9, Konstruksi penghubung m? 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
(jembatan bawah tanah/
underpass
10. | Konstruksi kolam/ Kolam renang m? 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
reservoir bawah tanah Kolam pengolahan air | m? 1,60 0,65 x50% 0,45 x50%
reservoir di bawah
tanah
11. | Konstruksi septic tank, sumur m? 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
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resapan

telepon/komunikasi

maksimum 10 m2),

apabila unit lebih

12. | Konstruksi menara Menara reservoir Per 5 m? 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
Cerchong Per 5 m?2 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
13. | Konstruksi menara air Per 5 m?2 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
14. | Konstruksi menumen Tugu Unit 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
Patung Unit 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
Di dalam persil Unit 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
Di luar persil Unit 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
15. | Konstruksi instalasi/gardu Instalasi listrik Unit (luas 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
, listrik maksimum 10 m4),
apabila unit lebih
dari 10 m?
dikenakan biaya
tambahan per m?
Instalasi Unit (luas 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
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dari 10m?
dikenakan biaya

tambahan per m?

Naskah Akademik dan Raperda Retribusi Perizinan Tertentu

Instalasi pengolahan Unit (luas 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
maksimum 10 m?),
apabila unit lebih
dari 10 m2
dikenakan biaya
tambahan per m?
Konstruksi reklame/papan Billboard papan iklan Unit dan 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
nama. penambahannya
16. Papan nama (berdiri Unit dan 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
sendiri atau berupa penambahannya
tembok pagar)
17. | Fondasi mesin (diluar Unit mesin 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
bangunan)
18. | Konstruksi menara televisi Unit (tinggi 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
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maksimal 100 m,
selebihnya dihitung

kelipatannya)

19,

Konstruksi antena radio 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
1) Standing tower dengan
konstruksi 3-4 kaki: Ketinggian 25-50 m 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
Ketinggian 51-75 m 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
Ketinggian 76-100 m 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
Ketinggian 101-125 m 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
Ketinggian 126-150 m 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
Ketinggian diatas 150 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
m
2) Sistemn guy wire/
bentang kawat: Ketinggian 0-50 m 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
Ketinggian 51-75 m 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
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Ketinggian 76-10¢ m 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
Ketinggian diatas 100 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
m
20. | Konstruksi antena (tower
telekomunikasi) Menara bersama
a) Ketinggian kurang unit 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
dari 25 m
b) Ketinggian 25-50 m | unit 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
c) Ketinggian diatas unit 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
50 m
Menara mandiri
a) Ketinggian kurang unit 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
dari 25 m
b) Ketinggian 25-50 m | unit 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
c} Ketinggian diatas unit 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
50 m
21. | Tangki tanam bahan bakar unit 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
272 . | Pekerjaan drainase (dalam
persil) 1) Saluran m! 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
2} Kolam tampung m? 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
23. | Konstruksi penyimpanan/ m3 1,00 0,65 x50% 0,45 x50%
silo
Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.
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Contoh Rincian Surat Retribusi

DINAS (TEKNIS)
KAB/KOTA .....

RINCIAN
RETRIBUSI

No Registrasi :

Fungsi Bangunan

Nama Pemohon Pekerjaan
Alamat Pemohon NPWP
Batas Penyetoran
Terakhir Tanggal:
A. RINCIAN BANGUNAN GEDUNG
Alamat Bangunan Keterbangunan

Luas Bangunan

Jumlah Lantai

PERHITUNGAN INDEKS TERINTEGRASI

Prasarana

Fungsi Bangunan Kompleksitas :0.3x Kepemilikan
Permanensi
Ketinggian F0.2x
:0.5x
Indeks
Parameter
Total
Indeks Terintegrasi
Perhitungan
Retribusi
Nilai Retribusi :Rp. xxx Terbilang (........ Rupiah)
Bangunan
B. RINCIAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
Jenis Prasarana Keterbangunan | Satuan | Harga satuan Harga
1. Prasarana 1l
2. Prasarana 2
3. Prasarana 3
Nilai Total Retribusi | : Rp. xxx Terbilang {........ Rupiah)
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C.

RETRIBUSI LAINNYA

Pelayanan Retribusi

1. Pencetakan SLF
2. Balik nama SBKBG
3. Pemeriksaan RTB

Unit

Harga

Nilai Total : Rp.
pelayanan retribusi

XXX

Terbilang (........ Rupiah)

D,

RETRIBUSI TOTAL

Retribusi Bangunan

Rp xxx

Retribusi Prasarana

Rp xomx

Pelayanan retribusi lain

Rp xxx

NILAI TOTAL RETRIBUSI

RP.

Terbilang {(........ Rupiah)

Offz40]

Kepala Dinas Teknis

Nama
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Contoh Surat Bukti Penerimaan Pembayaran

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PEMERINTAH KAB/KOTA ....

Telah terima dari

Untuk : Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Pembayaran | XXXXX

Kode Rekening

Nama Rekening :Rp ...

Banyaknya Uang

Terbilang

Nomor Tagihan

Diterima di Nomor :

pada Tanggal

(Penyetor) (Kasir Penerima)

b. Retribusi Penggunanan Tenaga Kerja Asing masih mendasarkan pada
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 adalah
Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Besarnya PNBP tersebut
tercantum di dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2018, yaitu Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Untuk
Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Yang Lokasi

Naskah Akademik dan Raperda Retribusi Perizinan Tertentu

I -15



Kerjanya Lebih dari 1 (Satu) Wilayah Provinsi sebesar 100 USD per
orang per bulan. Oleh karena itu jika Pemerintah Daerah dapat
menerapkan besaran tarif Retribusi Perpanjangan IMTA paling tinggi

sebesar PNBP tersebut.
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN
SOSIOLOGIS

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2011
khususnya pada bagian pedoman teknik penyusunan peraturan
perundang-undangan yang tercantum di dalam Lampiran II tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
disebutkan di dalam huruf B.3, dan Lampiran II Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, maka Rancangan Peraturan
Daerah perlu mencantumkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis

di dalam konsideransnya.

4.1. Landasan Filosofis

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana termuat di
dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah
Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dan Lampiran II
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dalam bagian
penyusunan konsiderans disebutkan bahwa landasan filosofis
merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa
peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup,
kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta
falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 khususnya alinea ke-4 yang memuat tujuan
negara dan Pancasila, maka landasan filosofis penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah ini juga bersumber pada tujuan negara dan Pancasila.
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Dalam menyusun landasan filosofis ini, maka perlu melihat pada
konsiderans Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana terlihat di bawah ini.

No. Undang-Undang Bagian Konsiderans

1. Undang-Undang e bahwa untuk mewujudkan tujuan
Nomor 11 Tahun pembentukan Pemerintah Negara
2020 huruf a, huruf Indonesia dan mewujudkan masyarakat
c dan hurufd Indonesia yang sejahtera, adil, dan

Makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara perlu
melakukan berbagai wupaya untuk
memenuhi hak warga negara atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;

e bahwa untuk mendukung cipta kerja
diperlukan penyesuaian berbagai aspek
pengaturan yang Dberkaitan dengan

kemudahan, perlindungan, dan
pemberdayaan koperasi dan usaha
mikro, kecil, dan menengah,

peningkatan ekosistem investasi, dan
percepatan proyek strategis nasional,
termasuk peningkatan perlindungan
dan kesejahteraan pekerja;

e bahwa pengaturan yang berkaitan
dengan kemudahan, perlindungan, dan
pemberdayaan koperasi dan usaha
mikro, kecil, dan menengah,
peningkatan ekosistem investasi, dan
percepatan proyek strategis nasional,
termasuk peningkatan perlindungan
dan kesejahteraan pekerja yang
tersebar di berbagai Undang-Undang
sektor saat ini belum dapat memenuhi
kebutuhan hukum untuk percepatan
cipta kerja sehingga perlu dilakukan

perubahan;
2. Undang-Undang c. bahwa wuntuk menciptakan alokasi
Nomor 1 Tahun 2022 sumber daya nasional yang efektif dan
huruf ¢ dan huruf d efisien, perlu diatur tata kelola

hubungan keuangan antara pemerintah
pusat dan pemerintahan daerah yang
adil, selaras, dan akuntabel
berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

d. bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat (2)
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No. Undang-Undang Bagian Konsiderans

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, hubungan
keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam, dan
sumber daya lainnya antara pemerintah
pusat dan pemerintahan daerah diatur
dan dilaksanakan secara adil dan
selaras berdasarkan undang-undang;

4.2. Landasan Sosiologis

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana termuat di
dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah
Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dan Lampiran II
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, dalam bagian
penyusunan konsiderans disebutkan bahwa landasan sosiologis
merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa
peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut
fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan
masyarakat dan negara.

Dalam menyusun landasan sosiologis ini, maka perlu melihat pada
konsiderans Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana terlihat di bawah ini.

No. Undang-Undang Bagian Konsiderans

1. Undang-Undang e bahwa dengan cipta kerja diharapkan
Nomor 11 Tahun mampu menyerap tenaga kerja
2020 huruf b, huruf Indonesia yang seluas-luasnya di tengah
¢, huruf d dan huruf persaingan yang semakin kompetitif dan
e tuntutan globalisasi ekonomi;

e bahwa untuk mendukung cipta kerja
diperlukan penyesuaian berbagai aspek
pengaturan yang Dberkaitan dengan

kemudahan, perlindungan, dan
pemberdayaan koperasi dan usaha
mikro, kecil, dan menengah,

peningkatan ekosistem investasi, dan
percepatan proyek strategis nasional,
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No. Undang-Undang

Bagian Konsiderans

termasuk peningkatan perlindungan
dan kesejahteraan pekerja;

bahwa pengaturan yang berkaitan
dengan kemudahan, perlindungan, dan
pemberdayaan koperasi dan wusaha
mikro, kecil, dan menengah,
peningkatan ekosistem investasi, dan
percepatan proyek strategis nasional,
termasuk peningkatan perlindungan
dan kesejahteraan pekerja yang tersebar
di berbagai Undang-Undang sektor saat
ini belum dapat memenuhi kebutuhan
hukum untuk percepatan cipta kerja
sehingga perlu dilakukan perubahan;

bahwa wupaya perubahan pengaturan
yang berkaitan kemudahan,
perlindungan, dan pemberdayaan
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan
menengah, peningkatan  ekosistem
investasi, dan  percepatan proyek
strategis nasional, termasuk
peningkatan perlindungan dan
kesejahteraan pekerja dilakukan melalui
perubahan Undang-Undang sektor yang
belum mendukung terwujudnya
sinkronisasi dalam menjamin
percepatan  cipta kerja, sehingga
diperlukan terobosan hukum yang
dapat menyelesaikan berbagai
permasalahan dalam beberapa Undang-
Undang ke dalam satu UndangUndang
secara komprehensif;

2. Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022
huruf a  sampai
dengan f

. bahwa Negara Kesatuan Republik

Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi
atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah;

. bahwa pemerintahan daerah mengatur

dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan;

bahwa untuk menciptakan alokasi
sumber daya nasional yang efektif dan
efisien, perlu diatur tata kelola
hubungan keuangan antara pemerintah
pusat dan pemerintahan daerah yang
adil, selaras, dan akuntabel

Naskah Akademik dan Raperda Retribusi Perizinan Tertentu




No. Undang-Undang Bagian Konsiderans

berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

d. bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, hubungan
keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam, dan
sumber daya lainnya antara pemerintah
pusat dan pemerintahan daerah diatur
dan dilaksanakan secara adil dan
selaras berdasarkan undang-undang;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah perlu
disempurnakan sesuai dengan
perkembangan keadaan dan
pelaksanaan desentralisasi fiskal,

sehingga perlu diganti;

f. bahwa Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah perlu disempurnakan
sesuai dengan perkembangan keadaan
dan pelaksanaan desentralisasi fiskal,
sehingga perlu diganti;

4.3. Landasan Yuridis

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana termuat di
dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah
Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dan Lampiran II
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, dalam bagian
penyusunan konsiderans disebutkan bahwa Landasan yuridis
merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa
peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau
mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang
telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin
kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis

menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau
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materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-

Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain,

peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau

tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang

sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak

memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam menyusun landasan yuridis ini, maka perlu melihat pada

konsiderans Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana terlihat di bawah ini.

No.

Undang-Undang

Bagian Konsiderans

3.

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2020 huruf a

bahwa untuk mewujudkan tujuan
pembentukan Pemerintah Negara Indonesia
dan mewujudkan masyarakat Indonesia
yang sejahtera, adil, dan Makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara perlu melakukan
berbagai upaya untuk memenuhi hak
warga negara atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
melalui cipta kerja;

Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022
huruf c¢ sampai
dengan huruf g

e bahwa wuntuk menciptakan alokasi
sumber daya nasional yang efektif dan
efisien, perlu diatur tata kelola
hubungan keuangan antara pemerintah
pusat dan pemerintahan daerah yang
adil, selaras, dan akuntabel
berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

e bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, hubungan
keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam, dan
sumber daya lainnya antara pemerintah
pusat dan pemerintahan daerah diatur
dan dilaksanakan secara adil dan
selaras berdasarkan undang-undang;

e bahwa sesuai dengan Pasal 23A
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan negara diatur dengan
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No. Undang-Undang Bagian Konsiderans

undang-undang;

e bahwa Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah perlu
disempurnakan sesuai dengan
perkembangan keadaan dan
pelaksanaan desentralisasi fiskal,

sehingga perlu diganti;

¢ bahwa Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah perlu disempurnakan
sesuai dengan perkembangan keadaan
dan pelaksanaan desentralisasi fiskal,
sehingga perlu diganti;

4.4. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Rancangan

Peraturan Daerah

Dengan mendasarkan pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
dan hasil analisis pada Bab II maupun Bab III Naskah Akademik ini,
maka secara lengkap landasan filosofis, sosiologis dan yuridis secara

lengkap pada Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

a. bahwa retribusi daerah sebagai salah satu wewenang
Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan
daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, untuk kemandirian daerah, mendukung iklim
investasi dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah beserta peraturan pelaksanannya,
maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu di Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota
Semarang;
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BAB YV

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN
RUANG LINGKUP PENGATURAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Dengan mendasarkan pada hasil kajian yang telah dilakukan, maka
perlu disusun jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi
muatan Rancangan Peraturan Daerah ini. Jangkauan, arah pengaturan dan
ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini berpedoman
pada ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 yang secara rinci
termuat di dalam bagian Lampiran I dan Lampiran II dan Lampiran II
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Jangkauan, arah
pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan

Daerah ini secara rinci disusun sebagai berikut:
5.1. Sasaran yang akan diwujudkan, Arah dan Jangkauan Pengaturan

Pentingnya pengaturan Retribusi Persetujuan Bangunan di Kota
Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan
di Kota Semarang. Kewenangan untuk melaksanakan tugas dalam bidang
sosial ini sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang
sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait
bangunan gedung, ketenagakerjaan dan retribusi. Sasaran yang akan
diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan tidak dapat dilepaskan dari
potensi yang dimiliki Kota Semarang sebagaimana diuraikan pada Bab II

dan Bab III.
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5.2. Materi Rancangan Peraturan Daerah

Materi Rancangan Peraturan Daerah mendasarkan pada Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dengan bagian-bagian sebagai berikut.

1. Judul, Pembukaan, Konsiderans, Dasar Hukum, dan Diktum

Judul

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR
... TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERZINAN
TERTENTU DI KOTA SEMARANG

Pembukaan

Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Konsiderans

a. bahwa retribusi daerah sebagai salah satu
wewenang Pemerintah Daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan asli daerah
guna membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
untuk kemandirian daerah, mendukung iklim
investasi dan untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah beserta peraturan
pelaksanannya, maka Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang,
perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang;

Dasar
Hukum

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan Retribusi Daerah.

Diktum

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
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SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PERZINAN
TERTENTU DI KOTA
SEMARANG.

Dasar
Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan  Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
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Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  Dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
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Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6757);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976
tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat
II Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5772);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992
tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah
Kabupaten/Kabupaten Tingkat II Purbalingga,
Cilacap, Wonogiri, Jepara, Dan Kendal, Serta
Penataan Kecamatan Di Wilayah Kota Madia
Daerah Tingkat Ii Semarang Dalam Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 89);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Idonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Kementerian Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6249);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021
tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Dalam Rangka Mendukung Kemudahan
Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6622);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6628);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6646);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
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Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Presiden Nomor 87
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 83);

27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

2. Batang Tubuh:
Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 khususnya pada Lampiran I
tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik, disebutkan bahwa ruang

lingkup materi peraturan pada dasarnya mencakup:
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1. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian
istilah, dan frasa,;
2. materi yang akan diatur;
3. ketentuan sanksi; dan
4. ketentuan peralihan.
Secara rinci masing-masing bagian tersebut dapat dijelaskan di bawah ini:
1. Ketentuan umum
Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang No.12
Tahun 2011 pada Huruf C.1 angka (97) dan angka (98) disebutkan
bahwa ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal dan
ketentuan umum berisi:
a. batasan pengertian atau definisi;
b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan
pengertian atau definisi; dan/atau
c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau
beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang
mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan

tersendiri dalam pasal atau bab.

2. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur di dalam Peraturan Daerah ini sesuai pedoman
yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 serta dengan
mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2021

Muatan ini secara rinci tercantum dalam Lampiran Naskah Akademik
ini dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan
Daerah ini juga akan menjadi dasar untuk peraturan pelaksanaan
pemungutan retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari Retribusi PBG

dan Retribusi Penggunaan TKA.
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3. Ketentuan sanksi

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang No.12
Tahun 2011 pada huruf C angka (64), angka (65), dan angka (66)
disebutkan bahwa:

a. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi
keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan
menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan
sanksi administratif atau sanksi keperdataan.

b. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau
keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif
atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari
bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan
ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi
perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.

c. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin,
pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda
administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan
dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.

Ketentuan sanksi dalam suatu peraturan bersifat fakultatif. Namun
demikian, khusus pencantuman ketentuan sanksi pidana harus
memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.12
Tahun 2011, yaitu pencantuman ketentuan pidana hanya diperbolehkan
untuk Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan

Daerah Kota/Kabupaten.

4. Ketentuan peralihan (jika diperlukan)

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang No.12
Tahun 2011 pada huruf C.4. angka (127) disebutkan bahwa Ketentuan

Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau
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hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang
baru, yang bertujuan untuk:

a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;

b. menjamin kepastian hukum;

c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena
dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
dan

d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat

sementara.

Secara lengkap materi muatan dapat dilihat pada Lampiran berupa
Raperda Retribusi Perizinan tertentu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,
maka muatan Rancangan Peraturan Daerah ini yang mengatur Retribusi
Perizinan tertentu:

a. Jenis Retribusi;

b. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi;
c. objek Retribusi;

d. tingkat penggunaan jasa Retribusi;

e. wilayah pemungutan Pajak;

f. tarif Retribusi; dan

g. tata cara pemungutan retribusi.
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6.1.

BAB VI
PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam hal
pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pasca berlakunya
Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung adalah:

a. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 beserta

peraturan pelaksanannya, maka dengan perubahan nomenklatur
jenis Retribusi Perizinan Tertentu tersebut, maka ketentuan keempat
jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan
Daerah menjadi tidak berlaku sedangkan di dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tidak mengatur ketentuan peralihan
berlakunya peraturan daerah yang mengatur retribusi perizinan
tertentu tersebut. Kondisi ini semakin dipertegas dengan
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 yang
mengatur Formula Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
Demikian pula Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 juga
mensyaratkan adanya penyesuaian retribusi IMTA paling lambat tiga
bulan sejak berlakunya peraturan pemerintah ini (Pasal 47). Hal ini
berdampak besar pada setiap Pemerintah Daerah yang tidak dapat
lagi memungut retribusi yang artinya kehilangan salah satu sumber
pendapatan daerah. Hal ini dipertegas dengan diterbitkannnya

kebijakan tertanggal 21 Oktober 2021 oleh Menteri Dalam Negeri
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berupa Surat Edaran Nomor: 011/5976/SJ turut menjadi beban bagi
Pemerintah Kota Semarang terlebih lagi pada masa pandemi Covid-
19 ini.

b. Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor
91/PUU-XVIII/2020 yang memutuskan perkara Pengujian Formil
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor
91/PUU-XVIII/2020 ini, maka akan menambah kesulitan Pemerintah
Daerah karena terikat dengan amar putusan tersebut yang antara
lain disebutkan “untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan
yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan
pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”.

c. Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini menjadi penyelamat atas
kondisi yang ada karena adanya Ketentuan Peralihan pada Pasal 187
sehingga Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2
(dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-
Undang ini. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tersebut, maka Pemerintah Daerah masih dapat menarik Retribusi
sesuai Peraturan Daerah yang saat ini berlaku. Hal ini sesuai dengan
asas hukum Lex Posterior derogate lege priori. Namun khusus untuk
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sangat mendesak
membutuhkan peraturan daerah yang baru karena adanya formula
baru dan adanya sistem informasi yang terpusat dalam

https://simbg.pu.go.id/.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang yang mengatur tentang

Retribusi Perizinan tertentu sebagai dasar pemecahan masalah tersebut,
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yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian
masalah tersebut dibutuhkan sebagai dasar hukum dalam pemungutan
Retribusi Perizinan Tertentu. Peraturan Daerah ini menjadi dasar

hukum dalam pemungutan Retribusi kepada masyarakat.

3. Landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah ini dapat dilihat pada bagian menimbang Rancangan
Peraturan Daerah ini tidak dapat dilepaskan dari adanya peraturan
perundang-undangan terkait materi tersbeut, khususnya Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022.

4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan,
dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini sesuai dengan
hasil kajian dan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan,
tercermin dalam setiap ketentuan yang termuat dalam batang tubuh
rancangan peraturan daerah ini. Dengan berlakunya Peraturan Daerah
ini, diharapkan Pemerintah Kota Semarang mendukung perizinan
berusaha sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan dan arah kebijakan Pemerintah Pusat. Sesuai dengan
ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka
muatan Rancangan Peraturan Daerah ini yang mengatur Retribusi
Perizinan tertentu:

a. Jenis Retribusi,

b. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi;
c. objek Retribusi;
d. tingkat penggunaan jasa Retribusi;

@

wilayah pemungutan Pajak;

=

tarif Retribusi; dan

g. tata cara pemungutan retribusi
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6.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada Naskah Akademik ini,
maka Pemerintah Kota Semarang harus menerbitkan Peraturan Daerah
yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang memuat
Retribusi PBG dan Retribusi Penggunaan tenaga Kerja Asing. Secara
khusus retribusi PBG harus menggunakan formula sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
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